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MOTTO 

 

Jika kita "tidak mudah menyerah", maka kita sudah dekat sekali dengan 

kesuksesan. Karena di dunia ini, ada dua orang yang susah sekali dikalahkan: 

1. orang yang sabar; 2. orang yang tidak mudah menyerah.
1
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Liye,T. Kutipan terbaik. https://jagokata.com/kutipan/dari-tere_liye.html?page=2 

(diakses 14 September 2018) 
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RINGKASAN 

 

Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

(BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember; Zumrotul 

Mu’minin; 130910201006; 2018; 174 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi 

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.  

Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan program Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya. Kementerian Perumahan Rakyat dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang perumahan 

memberikan program bantuan ini kepada Kabupaten Jember tahun 2014. Peneliti 

mengambil studi kasus tentang Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya dengan lokus penelitian di Desa Panduman Kecamatan 

Jelbuk Kabupaten Jember. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.  

Pengukuran efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya di Desa Panduman dilakukan dengan menggunakan konsep efektifitas 

implementasi yang dikemukakan oleh Nugroho ada lima tepat, yaitu tepat 

kebijakan, tepat pelaksana, tepat terget, tepat lingkungan dan tepat proses. 

Kemudian faktor yang berkontribusi pada efektivitas implementasi kebijakan 

menggunakan model implementasi yang dikemukakan George Edward III yaitu 

komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian 

untuk teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari empat proses yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan pengukuran menggunakan konsep efektifitas implementasi 

yang dikemukakan oleh Nugroho yakni ada lima tepat yang didapatkan bahwa 

pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman 

sudah tepat sesuai dengan tujuan yang diinginkan program. Dikatakan tepat 
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viii 

 

karena jika dilihat dari tepat kebijakan sudah efektif membantu permasalahan 

masyarakat miskin yaitu kesulitan akses rumah sehat dan layak. Kedua, tepat 

pelaksana sudah cukup efektif dilihat dari pelaksana sudah melakukan tugasnya 

sesuai yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan, namun perlu ditingkatkan 

lagi supaya informasi program dapat tersampaikan secara merata. Ketiga, tepat 

target sudah efektif karena kebijakan yang diberikan tidak tumpang tindih dengan 

kebijakan lain. Keempat, tepat lingkungan sudah efektif ditujukan untuk 

membantu masyarakat miskin di Desa Panduman karena wilayah tersebut jumlah 

angka rumah tangga miskin masih cukup tinggi. Kelima, tepat proses sudah 

efektif dilihat dari perubahan rumah yang lebih baik dari sebelumnya dan mampu 

mewujudkan ketahanan rumah yang cukup baik.   

Hasil penelitian juga menunjukkan faktor-faktor yang berkontribusi pada 

efektivitas pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa 

Panduman menggunakan model implementasi George Edward III yakni faktor 

komunikasi telah berjalan efektif dan sosialisasi dapat langsung diterima oleh 

pelaksana kegiatan dan target group, dengan adanya sistem koordinasi yang baik 

antara kabupaten dan desa. Sumber daya dalam hal ini adalah pelaksana kegiatan 

yakni tenaga pendamping masyarakat masih kurang memadai, namun sampai 

tahap akhir pelaksanaan bantuan berjalan dengan lancar. Disposisi yaitu 

menyangkut komitmen pelaksana kegiatan yakni TPM dan anggota LPM dalam 

mengarahkan kelompok penerima bantuan berjalan efektif. Sedangkan untuk 

Struktur Birokrasi, sudah ada SOP mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan 

Rakyat no. 6 tahun 2013, implementor sudah cukup melakukan tugas dan 

tanggungjawabnya (fragmentasi) sesuai dengan porsi dan kewenangannya.  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran. Pertama, 

pelaksana tingkat desa perlu meningkatkan koordinasi antar masyarakat 

berpenghasilan rendah supaya informasi dapat tersampaikan secara merata. 

Kedua, perlu menambahkan jumlah staf tenaga pendamping masyarakat sehingga 

dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. Terakhir perlu meningkatkan 

pengawasan dan pemantauan oleh penanggungjawab kegiatan agar tidak terjadi 

penyelewengan bantuan oleh pihak ketiga.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia sebagai tempat tinggal 

untuk bertahan hidup dan berlindung dari cuaca panas dan dingin selama jangka 

waktu tertentu. Namun bagi mayoritas masyarakat miskin, rumah hanya dijadikan 

sebagai tempat untuk berlindung tanpa memperhatikan kondisi kelayakannya. 

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat miskin di desa adalah tidak 

terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang layak huni disebabkan 

ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk menjangkau atau memenuhi 

kebutuhan rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Selain itu, 

karena rendahnya pengetahuan untuk menghuni rumah yang layak dan sehat, 

sehingga kurang memperhatikan kondisi kelayakan rumah yang dihuni.  

Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak 

huni bagi rumah tangga miskin, yakni dengan memperluas akses layanan 

perumahan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Salah satu upaya 

pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yaitu dengan 

memberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai 

upaya untuk pengentasan rumah tidak layak huni dan meningkatkan taraf hidup 

agar lebih baik.  

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah 

satu program dari Kementerian Perumahan Rakyat yang lahir berdasarkan 

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1992. Pada pasal 54 

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah wajib 

memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (2) 

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan 

pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan 

perumahan secara bertahap dan berkelanjutan, (3) kemudahan dan/atau bantuan 

pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 
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sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dapat berupa: a) subsidi perolehan rumah; b) 

stimulan rumah swadaya; c) prasarana, sarana, dan utilitas umum.  

Menindaklanjuti berlakunya Undang-undang tersebut, selanjutnya 

Kementerian Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Menteri Perumahan 

Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri 

Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), BSPS adalah fasilitasi pemerintah berupa 

bantuan sosial kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). MBR adalah 

masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 

dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Penerima 

bantuan stimulan perumahan swadaya yaitu masyarakat miskin atau masyarakat 

berpenghasilan rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni. 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan 

Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan 

daya beli sehingga perlu mendapat dukungan dari pemerintah untuk memperoleh 

rumah yang layak huni. Sedangkan rumah tidak layak huni adalah rumah yang 

tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan 

bangunan. Maksud kegiatan BSPS adalah untuk meningkatkan prakarsa 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembangunan/peningkatan 

kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas sehingga menjadikan 

perumahan yang sehat, aman, serasi,dan teratur serta berkelanjutan. 

Selain berpenghasilan rendah dan menempati rumah tidak layak huni 

penerima bantuan diutamakan dari masyarakat yang telah memiliki rencana 

membangun atau meningkatkan kualitas rumah, yang dibuktikan dengan memiliki 

tabungan bahan bangunan, sebelumnya telah memulai membangun rumah, 

memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan, dan memiliki tabungan 

uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS. Lingkup bantuan stimulan ini 

adalah.  

1. Pembangunan Baru / Perbaikan Total 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan baru atau perbaikan total ditujukan 

kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah penerima bantuan yang memiliki 
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tanah tetapi belum memiliki rumah, dalam rangka kegiatan pembuatan bangunan 

rumah layak huni di atas  tanah matang. 

2. Peningkatan Kualitas 

Pelaksananan kegiatan peningkatan kualitas ditujukan kepada masyarakat 

berpenghasilan rendah dikhususkan untuk penerima bantuan yang sudah memiliki 

rumah akan tetapi rumah yang ditempati kurang layak huni, dalam rangka 

kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk 

meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni. 

3. Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU)  

Pembangunan PSU dibedakan menjadi 2 yaitu yang melekat pada rumah 

swadaya dan/ atau PSU yang melayani komunitas penerima bantuan. Utilitas yang 

melekat pada rumah swadaya adalah penyambungan daya listrik, penyambungan 

air bersih, dan/ atau kamar mandi/WC. Sedangkan PSU yang melayani komunitas 

penerima bantuan yakni sarana MCK umum/komunal, jalan lingkungan, jalan 

setapak, saluran air hujan (drainage), penerangan jalan umum, sumber dan 

jaringan air bersih, tempat pembuangan sampah, sumber listrik ramah lingkungan, 

jaringan listrik, dan/ atau sarana sosial lainnya seperti tempat ibadah atau balai 

warga. 

Program bantuan stimulan perumahan swadaya ini sudah ada sejak tahun 

2006, pada tahun 2006 program ini bernama Bantuan Stimulan Pembangunan 

Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), 

dimana program ini dalam naungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2006, 

dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan keswadayaan masyarakat 

berpenghasilan rendah untuk menempati rumah dan lingkungan yang layak huni 

dan dalam rangka mendorong pemerintah kabupaten atau kota dalam 

memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan 

rumah dan lingkungan yang layak huni, pelaksanaan program tersebut melibatkan 

lembaga keuangan mikro/lembaga keuangan non bank (LKM/LKNB) dalam 

penyaluran, pencairan dan pemanfaatan stimulan program tersebut sehingga 

penyaluran dananya masih bersifat bergulir. Kemudian pada tahun 2011, program 
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ini berubah nama menjadi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih 

dalam naungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera). Tetapi 

untuk tahun 2015, program BSPS ini berada dibawah naungan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akibat dari penggabungan Kementerian 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.  

(Sumber https://www.merdeka.com/uang/menpera-alokasi-rp21-m-untuk-subsidi-rumah-

swadaya-hrhedrk.html/ diakses pada tanggal 22 Oktober 2018).  

Kementerian Perumahan Rakyat merupakan instansi yang bertugas 

membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi di 

bidang perumahan. Upaya yang dilakukan agar masyarakat berpenghasilan rendah 

di Indonesia dapat menempati rumah yang layak dan terjangkau selain 

memberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), menurut 

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2011 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 diantaranya  

1. Program Pembangunan Rumah Susun Sewa 

Program Rumah Susun Sederhana ini bertujuan untuk menata kembali 

perumahan dan lingkungan (memperindah kota), meningkatkan efisiensi 

penggunaan lahan, ruang dan daya tampung kota, serta meningkatkan efisiensi 

prasarana, sarana dan utilitas kota. Sasaran program ini adalah untuk 

mengentaskan problema kemiskinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna 

terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi 

MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam 

suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu. Status 

penguasannya sewa dan nantinya dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat serta 

dibangun dengan dana APBN atau APBD dengan fungsi utamanya sebagai 

hunian.  

2. Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh 

Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)  

Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh ini 

bertujuan untuk menata perumahan dan permukiman kumuh dengan 

meningkatkan kualitas lingkungannya melalui pendekatan tridaya (keterpaduan 
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antara pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan) sekaligus meningkatkan 

nilai pemanfaatan lahan sehingga optimal sesuai dengan potensi lahan. Sasaran 

dari program ini adalah terlaksananya penataan perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh yang sesuai dengan fungsi kawasan dan struktur kota, 

tercapainya pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan 

mewujudkan masyarakat yang secara mandiri dapat merencanakan dan 

melaksanakan upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh serta memeliharanya. Objek penanganan program ini adalah lingkungan 

perumahan dan permukiman kumuh bukan perumahan dan permukiman liar 

(squatter) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten 

dan menghuni lahan yang bukan miliknya.  

3.   Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 

Bantuan PSU merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya 

perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU 

merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya 

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Bantuan pembangunan 

PSU ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah melalui dukungan penyediaan PSU dalam 

rangka pembangunan baru dan peningkatan hunian perumahan dan kawasan 

permukiman yang serasi, seimbang dan selaras. Sasaran bantuan PSU yakni 

rumah tapak dan rusun sewa pada perumahan dan kawasan permukiman.  

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi 

Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Jember terletak di tengah-tengah dari 

perbatasan sebelah timur Kabupaten Banyuwangi, bagian utara da Kabupaten 

Probolinggo, Situbondo, lalu di bagian selatan ada Kabupaten Bondowoso. 

Sehingga kabupaten Jember sering disebut dengan daerah Tapal Kuda atau 

Pandhalungan. Kabupaten Jember dalam perjalanannya di pemerintahan Provinsi 

Jawa Timur selalu giat dalam melaksanakan usaha pembangunan yang bertujuan 

guna menanggulangi kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Jember saat ini, jumlah rumah tangga miskin (RTM) mencapai 237.700 kemudian 
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meningkat 80.977 menjadi 318.677 RTM. Hal demikian menjadi persoalan serius 

yang harus dihadapi dan ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupten Jember saat ini. 

(Sumber:https://regional.kompas.com/read/2012/04/02/23382191/Angka.Kemiskinan.di.J

ember.Bertambah diakses tanggal 14 September 2018).  

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi jumlah 

rumah tangga miskin yang sedang meningkat khususnya pemenuhan kebutuhan 

rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten 

Jember, salah satunya ialah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya (BSPS) pada tahun 2014. Program ini telah dilaksanakan dan 

disebarluaskan di berbagai kecamatan maupun desa yang ada di Kabupaten 

Jember sebanyak 1.704 unit dan tersebar di 7 kecamatan. Program ini diturunkan 

dan diterima melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jember. Selanjutnya 

instansi yang ditunjuk sebagai penanggungjawab kegiatan di tingkat kabupaten 

pada waktu itu ialah Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten 

Jember yang berfungsi sebagai pihak penghubung antara Kementerian Perumahan 

Rakyat dan masyarakat Jember. Kementerian Perumahan Rakyat pada 

pelaksanaan program BSPS ini dibantu oleh konsultan yang terbagi bidang 

pekerjaannya yaitu konsultan perencana, pelaksana dan evaluasi. Kemudian yang 

membantu pemerintah desa dalam hal pelaksanaan program ialah Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa, dikarenakan dalam hal ini pihak yang 

mengetahui kondisi masyarakatnya secara menyeluruh yang berfungsi sebagai 

fasilitator di tingkat desa masing-masing, seperti melakukan kegiatan pendataan 

awal, penentuan standart prioritas bangunan rumah yang akan direhabilitasi, dan 

mengawasi mutu kelayakan bahan bangunan yang akan digunakan untuk 

membangun rumah. Sasaran yang berhak mendapat manfaat program BSPS ialah 

setiap keluarga yang masuk dalam kategori miskin dan sangat miskin (RTM-

RTSM) yang ada di seluruh desa di Kabupaten Jember.  

 Penulisan penelitian ini mengambil tempat di Desa Panduman. Desa 

Panduman merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember 

yang mendapatkan kuota penerima bantuan paling banyak dari Kementerian 
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Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2014. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 

1.1 berikut. 

Tabel 1.1 Perbandingan jumlah rumah tangga miskin dan penerima Program 

BSPS di Kabupaten Jember tahun 2014 

No. 
Kecamatan / Desa / 

Kelurahan 
Jumlah RTM 

Data RTLH Tahun 2014 

Pembangunan 

Baru (PB) 

Peningkatan Kualitas 

(PK) 

1. Kecamatan Tempurejo 

  Desa Sidodadi 

  Desa Curahnongko 

8.775   

50 MBR 

67 MBR 

2. Kecamatan Jelbuk 

  Desa Panduman 

6.376   

427 MBR 

3. Kecamatan Kalisat 

  Desa Sumber Ketempa 

11. 685   

303 MBR 

4. Kecamatan Sukorambi 

  Desa Karang Pring 

  Desa Dukuh Mencek 

4.620   

235 MBR 

140 MBR 

5. Kecamatan Rambipuji 

  Desa Kaliwining 

5.594  

86 MBR 

 

123 MBR 

6. Kecamatan Ajung 

  Desa Pancakarya 

7.545   

145 MBR 

7. Kecamatan Kaliwates 

  Desa Tegalbesar 

4.189   

128 MBR 

      Jumlah 48.784 86 MBR  1.618 MBR 

Sumber: BPS Kabupaten Jember tahun 2014 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat 

Jember tahun 2017, data diolah 

Berdasarkan data dari perbandingan jumlah rumah tangga miskin dan 

penerima program BSPS di Kabupaten Jember Tahun 2014, dapat diketahui 

bahwa total jumlah penetapan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya 

yang sudah diverifikasi di Kabupaten Jember sebanyak 1.704 MBR, sedangkan 

jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Jember sebanyak 48.784 KK. Hal ini 

menandakan kuota penetapan penerima bantuan hanya 4 % dari jumlah rumah 

tangga miskin di 7 kecamatan di Kabupaten Jember, sehingga masih banyak 

rumah tidak layak huni yang belum tersentuh program. Terlepas demikian, 

Kecamatan Jelbuk menempati urutan ke-2 rumah tangga miskin (RTM) sebanyak 

6.376 KK dan mendapatkan bantuan terbanyak yakni 427 Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini berbanding terbalik dengan Kecamatan 

Kalisat yang menempati urutan pertama rumah tangga miskin paling banyak 

sebesar 11.685 KK, namun  hanya  mendapat  kuota bantuan 303 MBR. Terkait 
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dengan hal ini, menurut bapak Hendro selaku pihak penanggungjawab kegiatan 

(BAPEMAS) menuturkan bahwa pihak dari kabupaten sudah berupaya 

mengirimkan data MBR kepada Kementerian Perumahan Rakyat. Sedangkan 

mengenai ketetapan lokasi dan penerima bantuan tergantung pada keputusan dari 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Perumahan Rakyat.  

Kecamatan Jelbuk mendapatkan bantuan paling banyak yakni 427 MBR, 

dan desa yang terpilih mendapat bantuan di Kecamatan Jelbuk adalah Desa 

Panduman karena termasuk dalam desa dengan tingkat rumah tangga miskin 

cukup tinggi di Kecamatan Jelbuk. Seperti terlihat pada tabel 1.2 dibawah ini. 

Tabel 1.2 Jumlah rumah tangga dan penduduk miskin Kecamatan Jelbuk 

 menurut desa 

No. Desa 

Jumlah  

Rumah 

Tangga 

Jumlah 

RTM 
% 

Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

% 

1. Panduman 2.009 1.285 63,9 6.077 3.760  61,8 

2. Jelbuk 2.571 905 35,2 7.706 3.058    39,6 

3. Sukowiryo 2.686 1.938 72,1 8.104 5.530    68,2 

4. Sugerkidul 1.587 1.203 75,8 4.697 3.168     67,4 

5. 
6. 

Sukojember 

Sucopangepok 

2.497 

2.265 

2.055 

1.821 

80,2 

80,3 

7.881 

6.131 

6.349      

5.075    

80,5 

82,7 

 Jumlah 13.615  9.207 67,6 40.596 26.940 66,3 

Sumber: BPS Kabupaten Jember, Kecamatan Jelbuk Dalam Angka 2013/2014 

Data dari BPS Kabupaten Jember (2013/2014) di atas menunjukan bahwa 

Desa Panduman memiliki prosentase jumlah penduduk miskin yang cukup banyak 

yaitu 61,8% atau 3.760 jiwa dengan prosentase jumlah rumah tangga miskin 

63,9% atau 1.285 KK, meskipun tidak sebanyak di Desa Sucopangepok yang 

memiliki prosentase jumlah penduduk miskin 82,7% atau 5.075 jiwa dengan 

prosentase jumlah rumah tangga miskin 80,3% atau 1.821 KK. Namun, pada 

tahun 2014 kuota bantuan hanya diberikan kepada Desa Panduman saja karena 

Desa Panduman ini masuk kedalam wilayah desa sangat miskin, jadi layak 

mendapatkan bantuan. Kriteria yang termasuk dalam bantuan stimulan ini adalah 

desa yang tergolong miskin, selain itu juga terletak pada keseriusan desa 

menyampaikan data sebanyak mungkin kepada Kementerian Perumahan Rakyat 

(Kemenpera). Selanjutnya data terkait rumah tidak layak huni yang sudah dikirim 
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tentu melewati proses seleksi oleh Kemenpera, yang lolos seleksi ditetapkan 

dengan SK Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpera.  

Ketika Kemenpera menyampaikan program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya (BSPS) kepada kabupaten atau kota, pihak penanggungjawab kegiatan 

yang telah ditunjuk (BAPEMAS) langsung menyikapi dengan mengirimkan surat 

kepada kecamatan se-kabupaten Jember untuk diteruskan ke seluruh desa di 

wilayah kecamatan, kemudian pihak desa menyikapi dengan mengirimkan data 

rumah tidak layak huni kepada Kemenpera dengan batas waktu yang telah 

ditetapkan. Kemudian setelah diseleksi oleh Kemenpera baru ditetapkan nama-

nama desa yang layak mendapatkan bantuan. Namun, tidak seluruh desa 

mengirimkan data tersebut, desa yang telah mengirimkan data juga masih 

diseleksi kembali oleh Kemenpera. Sehingga pada tahun tersebut yang 

mengajukan proposal penerima bantuan hanya sebagian desa saja di Kecamatan 

Jelbuk, dan yang terpilih mendapatkan bantuan ini termasuk bejo-bejoan atau 

rejeki desa. (wawancara, 03 Agustus 2017). 

Banyaknya rumah tangga miskin di desa dapat dipengaruhi oleh jenis 

pekerjaan yang dimiliki masyarakat di wilayah tersebut. Berikut ini banyaknya 

rumah tangga menurut desa dan mata pencaharian utama tahun 2013, dapat 

dijelaskan dalam tabel 1.3 dibawah ini. 

Tabel 1.3 Jumlah penduduk Desa Panduman menurut jenis pekerjaan 

tahun 2017 

No Uraian Jumlah 

1. Pertanian 3.498 

2. Industri Pengolahan 17 

3. Konstruksi/Bangunan 545 

4. Perdagangan, Rumah Makan 1.254 

5. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi 150 

6. Perbengkelan 10 

7. Dan lain-lain 719 

 Jumlah 6.043 

  Sumber: Kantor Desa Panduman Tahun 2017 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian utama 

masyarakat Desa Panduman adalah pertanian sebanyak 3.498. Pertanian dalam hal 

ini bisa sebagai buruh tani. Banyak masyarakat desa memilih pekerjaan sebagai 
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buruh tani karena letak geografis mereka mendukung untuk proses bercocok 

tanam sebagai petani, dan sumber daya manusia yang rendah sehingga sulit 

mencari pekerjaan lain apalagi di jaman serba teknologi saat ini. Dalam 

kesehariannya, warga Desa Panduman memiliki upah pendapatan atau hasil kerja 

yang sangat minim seperti informasi yang disampaikan oleh bapak Supriyadi 

selaku Kaur Ekonomi Bangunan Desa Panduman, bahwa rata-rata pekerjaan 

warganya sebagai buruh tani di ladang milik orang lain, kuli bangunan, dan 

menjaga hewan ternak milik orang lain. Upah gajinya pas-pasan hanya cukup 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, jadi kurang memperhatikan tempat 

tinggal yang kurang sehat dan layak huni (wawancara, 08 Agustus 2017). 

Fenomena yang terdapat di Desa Panduman menurut hasil observasi di 

lapangan dan wawancara dengan pihak Bapemas, terlihat bahwa masyarakat Desa 

Panduman masih banyak yang memiliki kondisi fisik rumah tidak layak huni 

seperti dindingnya terbuat dari anyaman bambu (gedhek), lantai masih beralaskan 

tanah, dan kayu penyangga atap yang sudah tua dan lapuk, namun hanya bisa 

diperbaiki seadanya karena keterbatasan dana. Seperti yang dijelaskan oleh 

informan bapak Hendro selaku penanggungjawab kegiatan program BSPS, bahwa 

masih banyak rumah warga di Desa Panduman yang tata ruang rumahnya belum 

terbagi secara baik, seperti ruang tamu yang sekaligus dijadikan sebagai tempat 

tidur, dapur dan kamar mandi menjadi satu ruang hanya dibatasi sekat-sekat dari 

anyaman bambu atau gedhek saja. Dan juga masih banyak rumah masyarakat 

yang belum dilengkapi fasilitas sanitasi yang baik seperti tidak ada WC, jadi kalau 

MCK ke sungai, sehingga bisa dikira-kira ya faktor kesehatannya tidak terukur 

(wawancara, 2 Agustus 2017).  

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa selain memiliki kondisi rumah yang 

tidak layak huni, masih banyak warga Desa Panduman yang masih belum 

memiliki pola hidup yang sehat, masih banyak rumah yang belum memiliki tata 

ruang secara baik dan benar, belum memiliki sarana kebersihan yang tertata 

dengan baik seperti kamar mandi dan WC.  

Sementara itu, menurut penjelasan yang diberikan oleh bapak Sudirman 

selaku ketua LPM Desa Panduman, menjelaskan bahwa ada banyak orang-orang 
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sepuh yang rumahnya sudah rusak parah gedhek itu dan atap penyangganya pada 

lapuk banyak yang bocor juga kalau musim hujan. Terus anaknya sudah menikah 

dan rumahnya di daerah lain jadi ndak bisa perbaiki rumahnya itu dek. Paling 

cuma yang bocor-bocor itu dibenahi seadanya kan tenaganya juga sudah rentan. 

Terus dalam rumahnya warga sini memang ukuran rumah yang kecil, jadi ruang 

tamu sekalian dijadikan tempat tidur begitu. Kadang ndak punya kamar mandi 

tapi MCK langsung ke sungai (wawancara, 3 Agustus 2017).  

Pada kenyataannya di lapangan, terlihat bahwa masih banyak masyarakat 

Desa Panduman yang memiliki kondisi fisik rumah yang rusak terutama pada 

atap, lantai dan dinding, hal demikian terjadi pada masyarakat yang tergolong 

miskin dan berstatus lansia (janda dan duda). Dari hal tersebut terlihat bahwa 

masih banyak dari warga Desa Panduman masih belum mempunyai standar rumah 

yang layak untuk dihuni. Oleh karena itu diperlukan bantuan program ataupun 

kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sejenisnya untuk menanggulangi 

persoalan tersebut. Dalam hal ini salah satunya ialah dengan pemberian program 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan 

Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014. Supaya pemberian program tersebut dapat 

memberdayakan MBR agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas 

rumah secara swadaya dan dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan 

yang sehat dan aman.  

Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

(BSPS) tahun 2014 di Desa Panduman, pada tahap awal program ini ialah 

sosialisasi yang terbagi menjadi dua tahap, pertama yaitu sosialisasi tingkat 

kabupaten dan yang kedua adalah sosialisasi tingkat desa. Pada tahap awal 

sosialisasi tingkat kabupaten ialah tahapan kegiatan yang didalamnya terdapat 

penyampaian informasi awal bahwa pada tahun 2014 di Kabupaten Jember 

mendapatkan program BSPS, kemudian dari setiap LPM desa diwajibkan untuk 

mendata setiap warga yang masuk dalam kategori miskin dan tidak memiliki 

rumah layak huni. Menurut hasil observasi pelaksanaan BSPS di lapangan, 

pelaksana program menerima sosialisasi 2 kali, yang pertama bertempat di Kantor 

Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Jember dan kedua bertempat di 
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balai Desa Panduman. Pada tahap awal ini dilakukan penyampaian informasi oleh 

pihak Bapemas selaku penanggungjawab kegiatan kepada kepala desa masing-

masing di Kabupaten Jember supaya mengusulkan proposal rumah tidak layak 

huni kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk diseleksi supaya 

mendapat bantuan. Untuk Desa Panduman mengusulkan pengajuan data dalam 

bentuk proposal yang didalamnya terdapat data rumah tidak layak huni sebanyak 

1000 unit berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pihak LPM, setelah 

diseleksi dan diverifikasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat, kuota bantuan 

yang mendapatkan realisasi program BSPS sebanyak 427 unit rumah tidak layak 

huni yang terbagi pada 8 dusun yaitu Dusun Sumber Tengah, Dusun Krajan I,  

Dusun Krajan II, Dusun Siwan Lor, Dusun Lamparan, Dusun Siwan Kidul, Dusun 

Bacem dan Dusun Sumber Candik. 

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini merupakan 

program bantuan dana tunai yang diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat 

kepada penerima program yakni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Setelah lolos verifikasi dana bantuan diberikan sebanyak Rp 7.500.000 sampai 

dengan maksimal Rp 15.000.000, yang kemudian dari dana tersebut digunakan 

untuk pembelian bahan material bangunan yang dibutuhkan oleh MBR yang telah 

disesuaikan dengan kondisi kerusakan rumah yang dimilikinya, kemudian 

disesuaikan dengan pengajuan perbaikan kondisi rumah sesuai dengan prioritas 

program itu sendiri yaitu pada atap, lantai dan dinding.  

Tahap selanjutnya ialah pelatihan pembuatan laporan dan rancang bangun 

dari setiap warga penerima program, pada tahap ini merupakan tahap untuk 

melihat kondisi awal hingga akhir rumah, sesuai dengan standar prioritas program 

yaitu atap, lantai dan dinding kepada warga penerima program. Pada tahap ini 

petugas pendata dari Kemenpera dibantu LPM desa mendata dan menanyakan 

kepada penerima program terkait apa saja yang menjadi kerusakan utama pada 

rumah dan kendala dalam perbaikan rumah, kemudian membuat kesepakatan 

langsung prioritas perbaikan rumah kepada penerima program, yang nantinya 

akan disesuaikan dengan kebutuhan bahan material yang digunakan untuk 

perbaikan rumah. Menurut hasil observasi pelaksanaan BSPS di lapangan, 
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penerima program telah didata oleh petugas pendata dari Kemenpera dan LPM 

desa kemudian untuk pembuatan gambar kerja rumah yang diinginkan dan Daftar 

Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang disesuaikan dengan 

kebutuhan untuk perbaikan rumah. Dalam pembuatan DRPB2 kelompok 

penerima program di Desa Panduman diseragamkan semua sesuai mayoritas 

kebutuhan masyarakat supaya menghemat waktu dan efisien dalam pengiriman 

bahan bangunan. Namun, banyak dari penerima program yang tidak mengetahui 

pembuatan DRPB2 ini dikarenakan dalam pembuatannya hanya melibatkan ketua 

kelompok penerima program, jadi mereka hanya terima jadi bantuan berupa 

material yang dikirimkan ke rumah masing-masing penerima.  

Tahap selanjutnya ialah sosialisasi mekanisme pelaksanaan program BSPS 

kepada kelompok penerima bantuan, pada tahap ini didalamnya terdapat 

penyampaian isi mengenai pedoman pelaksanaan program BSPS tahun 2014, 

sosialisasi ini dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari 

Kemenpera dibantu oleh konsultan perencana dan pelaksana, serta pihak 

Bapemas, perangkat desa, LPM desa dan tenaga pendamping masyarakat yang 

dilaksanakan bertempat di aula PB Sudirman dan balai desa Panduman. Adapun 

isi sosialisasi ini ialah mengenai penyampaian pedoman pelaksanaan program 

BSPS tahun 2014 yang didalamnya menjelaskan mengenai aspek tata laksana 

seperti sistematika pencairan dana bantuan program melalui ATM Bank BRI, 

temu warga untuk pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), kerjasama 

kemitraan dengan toko bangunan sekitar desa, sistematika pengerjaan secara 

swadaya dan gotong royong, sampai dengan batas waktu pengerjaan perbaikan 

rehabilitasi rumah, sampai dengan pelaporan akhir program.  

Kegiatan temu warga di setiap dusun desa Panduman yang kemudian 

selanjutnya dilakukan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), adapun 

pembagian kelompok berjumlah 7 sampai 11 orang anggota yang didalamnya 

terdapat sistem pembagian kerja sebagai ketua, sekretaris dan bendahara 

kelompok. Kegiatan temu warga ini dilakukan 2 kali pada saat sosialisasi 

pelaksanaan bantuan dan sebelum pencairan dana bantuan. Tahap selanjutnya 

kemudian ialah kerjasama kemitraan dengan toko bangunan sekitar Desa 
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Panduman, sebelum kerjasama dilakukan pada tahap ini melakukan sistem lelang 

yang diberikan kepada toko bangunan sekitar Desa Panduman, pada tahap ini 

setiap perwakilan toko bangunan sekitar desa untuk memberikan pemaparan 

mengenai perbandingan harga bangunan dari masing-masing toko bangunan 

tersebut, dari perbandingan harga tersebut kemudian diambil harga terendah dari 

beberapa toko bangunan yang ada tersebut sesuai dengan kesepakatan, dan 

kemudian melakukan kerjasama sebagai pihak penyedia kebutuhan bahan 

bangunan pada saat pelaksanaan perbaikan rumah yang akan dilakukan. Untuk 

desa Panduman toko bangunan yang disepakati yaitu UD Maju Utama.  

Menurut hasil observasi pelaksanaan BSPS di lapangan, penerima program 

telah mendapatkan sosialisasi yang bertempat di aula PB Sudirman dan balai Desa 

Panduman. Informasi yang disampaikan mengenai pedoman pelaksanaan program 

BSPS tahun 2014 cukup jelas dan pemahaman penerima program cukup baik, 

meskipun terdapat beberapa yang tidak hadir dalam sosialisasi ini, namun 

diberitahu oleh penerima program yang lainnya, sehingga dalam pelaksanaan 

kegiatan berjalan lancar.  

Tahap selanjutnya adalah pencairan dana bantuan. Pada tahap pencairan 

dana bantuan melalui ATM Bank BRI ini dilakukan dengan mengecek kembali 

data penerima program dari hasil verifikasi yang sudah dilakukan, yang kemudian 

dari data tersebut pihak Bank BRI bekerjasama dengan pihak Kemenpera dibantu 

dengan konsultan perencana dan pelaksana agar setiap penerima bantuan 

dibuatkan rekening sebagai sarana pencairan dana bantuan program. Menurut 

hasil observasi di lapangan, penerima program sudah diinformasikan terkait dana 

bantuan yang diberikan yakni sebesar Rp 7.500.000 yang langsung ditransfer ke 

rekening masing-masing penerima bantuan. Pencairan dana bantuan dilakukan 2 

tahap, setelah dana bantuan cair, penerima program diajak ke Bank BRI untuk 

proses pembuatan rekening dan pencairan dana. Namun, untuk menghindari dana 

bantuan digunakan untuk hal-hal lainnya maka dana bantuan tersebut harus 

langsung ditransfer ke toko bahan bangunan yang telah disepakati. Jadi penerima 

bantuan hanya menerima bahan bangunan material yang dikirim ke masing-

masing rumah mereka. Adapun bahan material yang diberikan ialah pasir, batako, 
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semen, kusen jendela dan pintu, beserta daun jendela dan pintu, genteng, dan 

bambu untuk atap rumah. Penerima bantuan telah menerima bahan material sesuai 

dengan daftar yang telah dikirimkan kepada toko bangunan, dan tentunya dibantu 

oleh pihak desa yakni Kasun dan LPM untuk mengawasi mutu kelayakan bahan 

bangunan yang dikirim.  

Apabila mengacu pada pedoman pelaksanaan BSPS, untuk penyaluran dana 

bantuan seharusnya langsung ditransfer ke rekening penerima bantuan, tetapi 

kenyataannya di lapangan penerima bantuan hanya menerima bahan bangunan 

material dan upah untuk tukang sebesar Rp 800.000, sehingga kebanyakan dari 

penerima ini tidak mengetahui nominal dari dana bantuan yang diberikan. Hal ini 

bisa mengakibatkan adanya pihak ketiga yang ingin melakukan mark up pada 

dana bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan.  

Tahap selanjutnya ialah mengenai sistematika pengerjaan secara swadaya 

dan gotong royong, pada tahap ini terbentuknya kelompok penerima bantuan yang 

sudah dilakukan sebelumnya melakukan pengerjaan perbaikan atau rehabilitasi 

rumah bisa dilakukan dengan memanfaatkan fungsi dan peran dari dibentuknya 

kelompok tersebut, bisa saling memanfaatkan tenaga antar anggota kelompok 

ataupun bekerjasama pada saat kegiatan memperbaiki rumah dengan sanak 

saudara ataupun tetangga. Akan tetapi, karena mayoritas masyarakat penerima 

bantuan di Desa Panduman kurang ahli bertukang maka untuk pengerjaan tugas 

rehabilitasi perbaikan rumah diborongkan kepada tukang. Waktu pengerjaan 

rumah yang diberikan ialah dalam kurun waktu selama 14 hari pengerjaan, dalam 

batas kurun waktu tersebut proses perbaikan rumah bisa dilakukan dengan 

bantuan kelompok penerima, tetangga, sanak saudara, ataupun dengan tenaga 

tukang yang sudah disediakan. Setelah itu ialah kegiatan pendampingan, pada 

tahap ini ialah Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang sudah ditentukan 

oleh Kemenpera melakukan pendampingan selama proses pelaksanaan kegiatan 

bantuan dibantu oleh LPM desa.  

Menurut hasil observasi di lapangan, mayoritas penerima bantuan tidak ahli 

bertukang sehingga untuk pekerjaan rehabilitas rumah dilakukan oleh tukang. 

Tukang yang mengerjakan perbaikan rumah ada 2 orang karena rumah yang 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

16 

 

direhabilitasi berukuran kecil sehingga tidak perlu membutuhkan banyak tukang, 

dan tentunya dibantu swadaya oleh pemilik rumah. Tenaga tukang ini dipilih dari 

desa Panduman dan ada beberapa yang berasal dari luar desa. Upah yang 

digunakan untuk membayar tukang berasal dari dana bantuan yaitu sebesar Rp 

1.000.000, namun penerima bantuan hanya mendapatkan Rp 800.000 dan untuk 

keperluan makan tukang menggunakan dana pribadi.  

Kemudian setelah itu pada tahap akhir program ialah pelaporan, pada tahap 

ini pelaksana kegiatan yaitu tenaga pendamping masyarakat diberikan tanggung 

jawab untuk menyelesaikan pelaporan dari awal hingga akhir program, 

didampingi oleh koordinator dan penanggungjawab kegiatan pada saat 

penyususnan draft laporan program yang sudah disediakan pihak Kementerian 

Perumahan Rakyat sebelumnya. Menurut hasil observasi di lapangan, Laporan 

kegiatan pelaksanaan BSPS di Desa Panduman dilakukan per minggu sesuai 

dengan kesepakatan pelaksana kegiatan yakni TPM dan Bapemas Jember. 

Laporan kegiatan ini dibuat oleh tenaga pendamping masyarakat, untuk melihat 

sejauh mana kemajuan pelaksanaan yang dicapai, termasuk penyelesaiaan 

masalah yang muncul. Kemudian diserahkan kepada instansi penanggungjawab 

kegiatan yakni Badan Pemberdayaan masyarakat Jember, yang nantinya 

diserahkan kepada Kementerian Perumahan Rakyat. Pelaporan kegiatan ini 

ditujukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi sejauh mana kemajuan 

pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai, termasuk penyelesaian masalah yang 

muncul. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan BSPS di Desa Panduman 

adalah keterlambatan pengiriman bahan bangunan ke dusun Sumber Candik 

karena terhambat oleh jalan yang rusak parah.  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirangkum ke dalam tabel Hasil 

observasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di 

Desa Panduman sebagai berikut.  
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Tabel 1.4  Hasil observasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya (BSPS) di Desa Panduman tahun 2017 

No. 
Kriteria pelaksanaan program BSPS 

menurut pedoman 
Hasil observasi di Desa Panduman 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

Pada tahap awal sosialialisasi terbagi 

menjadi dua tahap yaitu sosialisasi tingkat 

kabupaten dan desa. 

Pelatihan pembuatan laporan dan rancang 

bangun dari setiap warga penerima program 

yang dilakukan oleh petugas pendata dari 

Kemenpera dibantu LPM desa untuk 

melihat kondisi rumah disesuaikan dengan 

standar prioritas program. 

 

Sosialisasi mekanisme pelaksanaan program 

BSPS dan pembentukan kelompok penerima 

bantuan yang dilakukan oleh pihak Pejabat 

Pembuat Komitmen dari Kemenpera 

dibantu oleh konsultan perencana dan 

pelaksana, serta pihak Bapemas, perangkat 

desa, LPM desa dan tenaga pendamping 

masyarakat. 

Pencairan dana bantuan melalui ATM Bank 

BRI. 

 

 

 

 

 

Proses pembangunan peningkatan kualitas 

rumah 

 

 

Pelaporan kegiatan kepada Kementerian 

Perumahan Rakyat 

 

 

Pelaksana program menerima sosialisasi 2 kali, 

yang pertama bertempat di kantor Bapemas dan 

kedua di balai Desa Panduman. 

Penerima program telah didata oleh petugas 

pendata dari Kemenpera dan LPM desa untuk 

pembuatan gambar kerja rumah yang diinginkan 

dan daftar rencana pembelian bahan bangunan, 

namun banyak dari penerima program yang tidak 

mengetahui pembuatan daftar ini karena hanya 

melibatkan ketua kelompok penerima progaram. 

Penerima program telah mendapatkan sosialisasi 

yang bertempat di aula PB Sudirman dan balai 

Desa Panduman. Informasi yang disampaikan 

mengenai pedoman pelaksanaan program BSPS 

tahun 2014 cukup jelas dan pemahaman penerima 

program cukup baik.  

 

 

Penerima bantuan dibuatkan rekening untuk 

pencairan dana bantuan, namun dana bantuan 

tersebut langsung ditransfer ke toko bangunan 

yang telah disepakati untuk dikonversikan 

menjadi bahan bangunan material. Dan penerima 

bantuan telah menerima bahan material sesuai 

dengan daftar yang dikirim ke toko bangunan. 

Proses rehabilitasi rumah dilakukan oleh tukang 

dengan biaya berasal dari bantuan sebesar Rp 

1.000.000, namun penerima bantuan hanya 

mendapatkan Rp 800.000.  

Laporan kegiatan pelaksanaan BSPS di Desa 

Panduman dilakukan per minggu sesuai 

kesepakatan pelaksana kegiatan yakni TPM dan 

Bapemas Jember. Laporan kegiatan dibuat oleh 

tenaga pendamping masyarakat, untuk melihat 

sejauh mana kemajuan pelaksanaan yang dicapai, 

termasuk penyelesaiaan masalah yang muncul. 

Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan BSPS 

di Desa Panduman adalah keterlambatan 

pengiriman bahan bangunan ke dusun Sumber 

Candik karena terhambat oleh jalan yang rusak 

parah.  

Sumber: Hasil observasi dan wawancara pada pelaksana program BSPS desa Panduman 

tahun 2017. 

Kemudian setelah mendapatkan program bantuan, rumah masyarakat 

penerima bantuan cukup layak huni, masih kokoh, dan gentengnya tidak ada yang 

bocor meskipun sudah 3 tahun sampai sekarang. Namun, karena keterbatasan 

bahan bangunan material yang diberikan, maka sebagian komponen rumah masih 

menggunakan bahan lama seperti gedhek untuk sekat-sekat pembatas antar ruang.  
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Dalam hal ini program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

tahun 2014 merupakan salah satu produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

dalam memberikan pelayanan sosial yang adil dan merata untuk individu atau 

kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya yaitu rumah yang layak huni. Sebagai salah satu program pengentasan 

masalah rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tolak 

ukur keberhasilan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat 

dilihat dari efektivitas pelaksanaan program seperti kondisi rumah setelah 

mendapat bantuan. Dari hasil observasi peneliti di atas, dapat dilihat bahwa 

kondisi rumah masyarakat penerima bantuan di Desa Panduman masih banyak 

yang sebagian komponen rumah menggunakan bahan bangunan lama karena 

keterbatasan bahan bangunan material yang diterima dan dana pribadi yang 

minim, sehingga tidak cukup untuk menambah kekurangan. Sedangkan untuk 

nominal dana bantuan yang disalurkan, mayoritas penerima bantuan kurang tahu, 

karena hanya menerima bahan bangunan material saja. Kemudian untuk 

pembelian bahan bangunan diseragamkan semua oleh petugas pendamping dan 

lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) desa Panduman, hal ini memang 

cukup efektif menghemat waktu pembelian bahan bangunan, namun membatasi 

warga dalam pemilihan bahan bangunan material yang akan digunakan untuk 

membangun rumah mereka. 

Berangkat dari latarbelakang mengenai kebutuhan rumah layak huni bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah, upaya yang dilakukan pemerintah melalui 

Kementerian Perumahan Rakyat memberikan program Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya (BSPS) ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah 

untuk menuntaskan permasalahan rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia, 

dan peneliti berfokus pada Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, 

maka peneliti berpandangan untuk meneliti tentang Efektivitas Pelaksanaan 

program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman 

Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan 

efektivitas pelaksanaan program dan mendeskripsikan faktor-faktor yang 

berkontribusi pada implementasi kebijakan berupa program Bantuan Stimulan 
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Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten 

Jember.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada dasarnya sebuah penelitian dilakukan dalam upaya untuk menjawab 

pertanyaan penelitian atau memecahkan/mencari solusi atas masalah yang timbul. 

Menurut menurut Sugiono (2015:32), masalah dapat diartikan sebagai 

penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, 

antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana 

dengan pelaksana. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka penulis memberikan batasan penelitian melalui rumusan permasalahan 

adalah “bagaimana efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan hasil yang hendak diraih dari pelaksanaan 

penelitian. Tujuan penelitian berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 

2008:305). Sedangkan Usman dan Akbar (2003:29) menjelaskan bahwa tujuan 

penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan 

penelitian berbeda dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah. 

Berdasarkan definisi tersebut dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya maka tujuan daripada diadakannya penelitian ini ialah untuk 

mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dibuat hendaknya memiliki manfaat kepada 

lingkungan sekitar terkait obyek dan bahasan penelitiannya. Dengan kata lain, 

manfaat penelitian akan diperoleh jika tujuan dari penelitian tercapai. Wardiyanta 

(2006:90) mengemukakan bahwa manfaat penelitian merupakan ungkapan atau 

harapan peneliti secara teoritis maupun secara praktis terhadap hasil penelitian 
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yang dilakukan. Manfaat teoritis penelitian mengemukakan bahwa penelitian 

memiliki manfaat bagi pengembangan teori. Sedangkan manfaat praktis penelitian 

menunjuk pada hasil penelitian akan berguna pada hal-hal yang bersifat praktis. 

Berdasarkan definisi diatas tersebut, beserta rumusan masalah dan tujuan 

penelitian ini, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya terkait 

dengan perspektif Kebijakan Publik. 

b. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi 

lembaga pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan kebijakan terkait 

rumah tidak layak huni.  

c. Manfaat Praktis Bagi Masyarakat 

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan, pengetahuan 

serta pemahaman tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka menurut Wardiyanta (2006:90) berperan untuk 

menjelaskan posisi penelitian dalam peta penelitian. Pembangunan teori, konsep, 

penelitian terdahulu dan kerangka berpikir dalam tinjauan pustaka akan membuat 

penelitian dapat dilakukan secara sistematis yang terbangun dari teori-teori terkait 

masalah yang dibahas dan terlepas dari pengulangan pembahasan dari sebuah 

permasalahan. 

Konsep dasar dalam penelitian berperan penting untuk membangun 

kerangka berpikir peneliti. Wardiyanta (2006:9) mengemukakan bahwa dalam 

sebuah penelitian, konsep berfungsi untuk menghubungkan antara teori dan fakta 

atau antara abstraksi dengan realitas. Pandangan lain mengenai konsep yang 

dikemukakan oleh Silalahi (2012:112) adalah sebagai abstraksi mengenai 

fenomena sosial yang dirumuskan dalam generalisasi dari sejumlah karakteristik 

peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu. Berdasarkan definisi mengenai 

konsep tersebut dapat ditarik benang merah bahwa konsep merupakan gambaran 

umum mengenai fenomena sosial yang terjadi yang dikonstruksikan atas karakter-

karakter mengenai suatu fenomena tertentu.  

Konsep dasar dalam penelitian ini dibangun berdasarkan teori-teori 

mengenai kebijakan publik yang terkait dalam efektivitas pelaksanaan program 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan 

Jelbuk Kabupaten Jember sebagai berikut 

1. Kebijakan Publik 

2. Implementasi Kebijakan 

3. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan 

4. Kemiskinan 

5. Rumah Layak Huni 

6. Partisipasi Masyarakat 

7. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 
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2.1 Kebijakan Publik 

Pengertian kebijakan menurut Anderson yang dikutip oleh Winarno 

(2002:16), “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang 

ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah 

atau suatu persoalan.” Pengertian lain kebijakan menurut H. Hugh Heglo dalam 

Abidin (2012:6) menyebutkan bahwa “a course of action intended to accomplish 

some end atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan 

tertentu”. Beberapa isi dari kebijakan yang diuraikan oleh Jones dalam Abidin 

(2012:6), bahwa isi yang pertama adalah tujuan. Yang dimaksud adalah tujuan 

tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be achieved), bukan 

sesuatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. Kedua, rencana atau proposal yang 

merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara 

tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan 

yang dimaksud. Keempat adalah keputusan yakni tindakan tertentu yang diambil 

untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta 

melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima adalah dampak (effect), yakni 

dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.  

Dengan demikian, konsep kebijakan menurut beberapa definisi diatas dapat 

ditarik kesimpulan sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh sekelompok 

kepentingan atau pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam 

kehidupan masyarakat.  

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) dikutip dari Subarsono 

(2005:2), merupakan “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak 

melakukan (Public policy is whatever government choose to do or not to do).” 

Definisi dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa: 

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi 

swasta. 

2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah untuk tidak membuat 

program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menaikan pajak 

adalah sebuah kebijakan publik. 
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Sedangkan menurut James Anderson di kutip dari Subarsono (2005:2), 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang di tetapkan oleh badan-

badan dan aparat pemerintahan. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat 

dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.  

 

2.1.1 Bentuk Kebijakan Publik  

        Rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun demikian kebijakan publik 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. 

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu: 

UUD 1945, Tap MPR, Undang-undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, dan 

Peraturan Presiden.  

2. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah, atau penjelas 

pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat 

Edaran menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali 

Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau 

SKB antar menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota.  

3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur 

pelaksanaan atau implementasi kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya 

adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, 

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.  

Ada beberapa pengecualian, kebijakan yang sifatnya makro dan messo 

kadang bersifat implementasi langsung, namun tidak berarti itu suatu kekeliruan. 

Kebijakan seperti ini dapat dikatakan lebih efisien karena tidak memerlukan 

peraturan penjelasan tambahan (Nugroho, 2012:131).  

 

2.1.2 Tahapan Kebijakan Publik 

Kebijakan publik pada umumnya bersifat kompleks karena berkaitan 

dengan banyak aspek (ekonomi, hukum, pendidikan, politik, dll) dan banyak 

pihak yang terlibat. Melihat banyaknya aspek yang terkait dan ilmu yang terbawa 

dalam analisisnya, kebijakan tidak mungkin dibuat hanya oleh satu/dua orang atau 
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satu instansi saja melainkan banyak aktor yang terlibat didalamnya. Berikut 

adalah tahap-tahap kebijakan publik 

Penyusunan Agenda  

 

Formulasi Kebijakan 

 

Adopsi Kebijakan 

 

Implementasi Kebijakan 

 

Evaluasi Kebijakan 

Gambar 2.1 Tahap-tahap kebijakan publik 

Sumber: Winarno (2012:36) 

Menurut Dunn dalam Winarno (2012:36) dari gambar diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tahap penyusunan agenda 

para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk 

dapat masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. pada tahap ini suatu 

masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain 

ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-

alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama;  

b. Tahap formulasi kebijakan 

masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari 

pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai 

alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives / policy options) yang ada. 

Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda 

kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing 

untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 

Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan 

pemecahan masalah terbaik; 
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c. Tahap adopsi kebijakan 

dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi 

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga 

atau keputusan peradilan; 

d. Tahap implementasi kebijakan 

suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program 

tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan 

yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus 

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun 

agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil 

dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya 

finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan 

saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para 

pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditendang 

oleh para pelaksana;  

e. Tahap evaluasi kebijakan 

pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, 

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan 

masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang 

diinginkan.  

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan serangkaian tahap yang 

saling bergantung sesuai dengan alur yang bergerak secara teratur. Kebijakan 

publik berangkat dari isu atau masalah-masalah yang muncul dari masyarakat 

yang kemudian dikaji dan dievaluasi secara berkala melihat kondisi yang memang 

benar-benar dianggap relevan untuk dijadikan suatu kebijakan publik.  

 

2.2 Implementasi Kebijakan Publik 

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik  

Keberhasilan kebijakan publik di negara-negara berkembang, 20% berasal 

dari perumusan atau perencanaan yang sangat bagus, 60% berkontribusi dari 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

26 

 

implementasi yang genius, dan 20% dari seberapa berhasil dalam kontrol 

implementasi (Nugroho, 2014:213). Implementasi kebijakan adalah hal yang 

paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam 

konsep, muncul di lapangan. Selain itu ancaman utama adalah konsistensi 

implementasi (Nugroho, 2012:682).  

Peter de Leon dan Linda de Leon dalam (Nugroho, 2012:675) menyatakan 

bahwa ada tiga generasi studi implementasi kebijakan. Generasi pertama, 

dikembangkan pada tahun 1970-an, memahami implementasi sebagai wacana 

antara kebijakan dan pelaksanaannya. Dengan pendekatan ini implementasi 

kebijakan dipercaya sebagai tindakan selanjutnya dari keputusan kebijakan. 

Generasi kedua, dikembangkan pada 1980-an yang mempercayai bahwa 

implementasi kebijakan adalah proses top-down, karena struktur hierarki 

birokrasi. Perspektif tersebut mempercayai bahwa tugas birokrasi adalah untuk 

mengimplementasikan kebijakan yang diputuskan oleh institusi politik dan para 

aktor. Generasi ketiga, dikembangkan pada tahun 1990-an, memperkenalkan 

pemikiran bahwa variabel perilaku pelaksanaan implementasi kebijakan lebih 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat  yang sama, muncul 

pendekatan kontigensi atau situsional yang mengemukakan bahwa implementasi 

kebijakan banyak didukung oleh adaptasi implementasi kebijakan tersebut.  

Implementasi kebijakan menurut Lester dan Stewart dalam Winarno 

(2012:147) adalah sebagai berikut. 

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, 

merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan 

undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai 

makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk meraih 

tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada 

sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin 

dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun 

sebagai suatu dampak (outcome).  

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat mengenai 

implementasi kebijakan yaitu: 

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang 

ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan 
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(benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). 

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang 

mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan 

hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. 

Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) 

oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan 

untuk membuat program berjalan.  

Grindle (dalam Winarno, 2012:149) juga memberikan pandangannya 

tentang implementasi dengan mengatakan bahwa: 

secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan 

(linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa 

direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh 

karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “a policy 

delivery system”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan 

dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang 

diinginkan. 

Nugroho (2012:674-675), menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu 

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi 

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Seperti pada gambar 

yang disajikan berikut ini.  

Gambar 2.2 Sekuensi implementasi kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Riant Nugroho:2012 

Kebijakan Publik 

Kebijakan  

Publik Penjelas 

Program 

Proyek 

Kegiatan 

Pemanfaat 

(beneficiaries) 
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Rangkaian implementasi kebijakan dari gambar diatas, dapat dijelaskan 

bahwa kebijakan publik masih dalam bentuk UU/Perda, yang nantinya akan lebih 

diperjelas dalam kebijakan publik penjelas atau yang sering disebut dengan 

peraturan pelaksanaan. Rangkaian bentuk implementasi kebijakan dapat dilihat 

secara jelas dari kebijakan publik penjelas yang diturunkan dalam bentuk program 

serta diturunkan lagi dalam bentuk proyek dan kegiatan yang nantinya akan 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut. 

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil 

yang dilakukan dengan program, kegiatan atau proyek. Program, proyek, dan 

kegiatan merupakan bagian dari implementasi kebijakan dan hasilnya adalah 

produk.  

 

2.2.2  Faktor yang berkontribusi pada Efektivitas Implementasi Kebijakan 

 Dalam studi implementasi kebijakan, terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan yang kemudian dirumuskan dalam 

berbagai model implementasi kebijakan. Terdapat dua pendekatan guna 

memahami implementasi kebijakan, yakni: top down dan bottom up. Menurut 

Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2012:140) istilah itu dinamakan dengan 

pendekatan kontrol dan komando yang mirip dengan top down approach dan 

pendekatan pasar yang mirip dengan bottom up approach. Pendekatan top down, 

adalah implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari 

aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Para ahli 

yang menganut aliran top down adalah sebagai berikut. 

1. Model Donald Van Meter dengan Carl Van Horn 

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang 

diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (dalam 

Winarno, 2012:158), model ini mengandalkan bahwa implementasi 

kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan 

kinerja kebijakan publik. Model yang mereka tawarkan mempunyai enam 

variabel yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja 

(performance). 
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a. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan 

      Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-

faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van 

Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang 

krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator 

kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan 

kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan 

berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara 

menyeluruh.  

      Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan 

diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami 

kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.  

b. Sumber-sumber Kebijakan 

      Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang 

perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan 

adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat 

perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. 

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang 

(incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang 

efektif.  

c. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan 

     Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-

tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam 

kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi 

perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-

tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan paa pelaksana, dan 

konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang 

dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran 

dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-

ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, 
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sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapakan dari 

ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu.  

d. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana 

     Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti 

dinyatakan Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa 

lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai 

karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang 

terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai 

hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki 

dengan menjalankan kebijakan. 

e. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik 

     Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel 

selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak 

kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik 

merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. 

Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-

keputusan kebijakan mendapat perhatian kecil, namun menurut Van 

Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang 

mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.  

f.    Kecenderungan Pelaksana (Implementors) 

     Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran 

dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting. 

Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran 

terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa 

kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh 

ketidaktaatan pelaksana terhadap kebijakan. Seperti yang diungkapkan 

oleh Van Meter dan Van Horn, intensitas kecenderungan-kecenderungan 

pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan.  
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2. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier  

      Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 

mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan 

kebijakan (Nugroho, 2012:685). Model ini disebut model kerangka analisis 

implementasi. Duet Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier 

mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, 

yaitu:  

a. Variabel Independen 

      Yaitu mudah tidaknya masalah yang dikendalikan yang berkenaan 

dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman 

objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.  

b. Variabel Intervening 

      Yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses 

implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, 

dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, 

keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari 

lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan 

kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi 

proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-

ekonomi dan eknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, 

dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas 

kepemimpiman dari pejabat pelaksana.  

c. Variabel Dependen  

      Yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, 

pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya 

kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil 

nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang 

dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang 

bersifat mendasar.  
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3. Model Edward  

      George Edward III (1980:1) dalam Nugroho (2015:225), mencatat 

bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada 

implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa 

implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil 

dilakukan. Oleh karenanya, Edward menyarankan untuk memberikan 

perhatian kepada empat isu utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Edward dalam Winarno 

(2012:177), empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi 

kebijakan bekerja secara stimultan dan berinteraksi satu sama lain untuk 

membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan 

yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan 

membahas semua faktor tersebut sekaligus. Untuk memahami suatu 

implementasi kebijakan perlu menyederhanakan, dan untuk 

menyederhanakan perlu merinci penjelasan-penjelasan tentang 

implementasi dalam komponen-komponen utama. Dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini.  

Gambar 2.3 Model George Edward III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Winarno (2012:177) 

 

a. Komunikasi  

      Komunikasi menurut Nugroho (2012:693), berkenaan dengan 

bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ atau publik 
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dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Jika kebijakan-

kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk 

pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (implementor) akan 

mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Secara 

umum, Edward dalam Winarno (2012:178) membahas tiga hal penting 

dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan 

kejelasan (clarity).  

       Transmisi, adalah faktor pertama yang berpengaruh terhadap 

komunikasi kebijakan. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu 

keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan 

suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Ada beberapa 

hambatan yang  timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah 

implementasi. Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana 

dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Kedua, 

informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi, dimana birokrasi 

mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarkis. Kondisi ini 

sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang 

dijalankan. Ketiga, Penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin 

dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana 

untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.  

       Kejelasan, adalah faktor kedua yang dikemukakan oleh Edward. Jika 

kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, 

maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para 

pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. 

Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan 

implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah 

bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Edward 

mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan 

komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas 

kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok 
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masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, 

masalah-masalah dalam memulai kebijakan baru, menghindari 

pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan 

pengadilan.  

       Konsistensi, adalah faktor ketiga yang berpengaruh terhadap 

komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung 

efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. 

Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana 

kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut 

bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para 

pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, 

perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan 

mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar 

dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. 

b. Sumber Daya 

      Menurut Nugroho (2012:693), sumber daya berkenaan dengan 

ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. 

Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk 

carry out kebijakan secara efektif. Dengan demikian, sumber daya 

merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. 

Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-

keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang 

dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di 

atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.  

c. Disposisi 

       Berkenaan dengan ketersediaan dari para implementor untuk carry out 

kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa 

kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan (Nugroho, 

2012:693). Disposisi implementor sangat dapat mempengaruhi 

implementasi sebuah kebijakan. Seperti yang diungkapkan Edward III 

(1980:11): “if implementation is to procced effectively, not only must 
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implementers know what to do it, but they must also desire to carry out a 

policy”. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Wagner (2008), yang 

menyebutkan bahwa implementor memegang peranan penting dalam 

keberhasilan implementasi kebijakan.  

d. Struktur Birokrasi   

       Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi 

penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah 

bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur 

ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Menurut 

Edward, ada dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni prosedur-

prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai Standard 

Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai 

tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari 

para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya 

organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi 

berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti 

komite-komite eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang 

mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah. 

 

4. Model Grindle  

      Dikemukakan oleh Wibawa (dalam Nugroho, 2012:690), model Grindle 

ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya 

adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulbiah implementasi 

kebijakan keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari 

kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut.  

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.  

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 

3. Derajat perubahan yang diinginkan. 

4. Kedudukan pembuat kebijakan. 

5. (Siapa) pelaksana progam. 

6. Sumber daya yang dikerahkan.  
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 Sementara itu, konteks implementasinya adalah sebagai berikut. 

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. 

2. Karakteristik lembaga dan penguasa. 

3. Kepatuhan dan daya tanggap. 

Keempat model tersebut yakni model yang diperkenalkan oleh Donald S. 

Van Meter dan Carl E. Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, Gaoerge C. Edward, 

dan Grindle mempunyai kesamaan dalam aspek-aspek tentu saja tidak  untuk 

saling menegasikan satu dengan yang lain, tetapi sebaliknya, perbedaan ini 

dimaksudkan untuk saling mengisi kekurangan yang mungkin ada untuk masing-

masing model implementasi kebijakan yang ditawarkan (Winarno, 2012:147). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model yang ditawarkan oleh 

George C. Edward, karena penliti memilih faktor-faktor yang peneliti anggap 

relevan dengan penelitian ini dengan memetakan setidaknya ada 4 faktor, yaitu 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dimana komunikasi 

berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/ 

atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sumber daya 

berkenaan dengan sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas yang 

terdapat pada organisasi publik. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para 

implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak 

mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. 

Selanjutnya struktur birokrasi yang berkenaan dengan kesesuaian organisasi 

birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan.  

 

2.3  Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Publik  

Menurut Nugroho (2014:681), efektivitas adalah istilah dalam manajemen 

operasi/operation research, maksudnya adalah kemampuan mencapai target atau 

tujuan. Efektivitas kebijakan juga berkenaan dengan manajemen operasi, yaitu 

berkenaan dengan kemampuan kebijakan mencapai tujuannya. Suatu kebijakan 

biasanya berisi program-program yang diaplikasikan melalui kegiatan atau proyek 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tentukan sebagai penyelesaian atas 

kesulitan atau permasalahan yang menyangkut publik (masyarakat), seperti yang 
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diungkapkan oleh Nugroho (2008:463) yang mengatakan bahwa setiap kebijakan 

harus dikendalikan dengan cerdas dan efektif agar tujuan kebijakan tercapai.  

Menurut Nugroho (2008:454), implementasi kebijakan haruslah 

menampilkan keefektifan kebijakan itu sendiri. Efektivitas ketercapaian tujuan 

program dapat diketahui melalui hasil yang dicapai dalam proses pelaksanaan atau 

implementasi kebijakan itu sendiri. Untuk mengetahui kinerja dari suatu 

implementasi, maka kita harus memiliki penilaian terhadap pelaksanaan 

implementasi tersebut. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat 

pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang ditetapkan. Menurut 

Sumaryadi (dalam Yanuariyati, 2009:21), menyatakan bahwa untuk mengetahui 

kinerja suatu implementasi kebijakan dapat digunakan konsep “keberhasilan” 

yang dalam khazanah ilmu manajemen dikenal dengan efektivitas.  

Menurut Nugroho (2014:686) mengungkapkan ada lima tepat yang perlu 

dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, antara lain sebagai 

berikut. 

1. Tepat kebijakan 

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah 

bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak 

dipecahkan. Sisi kedua dari kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut 

sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak 

dipecahkan. Sisi ketiga adalah, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga 

yang mempunyai wewenang. 

2. Tepat pelaksanaan  

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga 

lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antar 

pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang 

diswastakan.  

3. Tepat target  

Ketepatan perencanaan dengan tiga hal, pertama, apakah tidak ada 

tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan 

intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap 
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untuk disintervensi, atau tidak. Ketiga, apakah intervensi implementasi 

kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan 

sebelumnya.  

4. Tepat lingkungan  

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, pertama lingkungan 

kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan 

pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Lingkungan yang 

kedua, adalah lingkungan kebijakan eksternal kebijakan yang terdiri dari 

public opinion (persepsi publik atas kebijakan dan implementasi 

kebijakan), interpretative institutions yang berkenaan dengan interpretasi 

dari lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media masa, 

kelompok penekan, dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan 

kebijakan dan implementasi kebijakan. Lingkungan ini perlu didukung 

oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategis, dan 

dukungan teknis.  

5. Tepat proses  

Secara umun, implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga proses, yaitu 

Policy acceptance, disini publik memahami sebagai sebuah aturan main 

yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami 

sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Selanjutnya Policy adoption, di 

sini publik menerima sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk 

masa depan, di sisi lain pemerintah menerima sebagai tugas yang harus 

dilaksanakan. Yang terakhir Strategic readiness, disini publik siap 

melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat on 

the street (atau birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana kebijakan.  

Menurut Dwijowijoto (2004) dalam implementasi kebijakan ada tiga 

tingkatan efektivitas implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut. 

1. Efektif  

Jika semua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

terpenuhi dan berjalan dengan baik. 
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2. Cukup efektif  

Jika ada salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

ada yang tidak terpenuhi. 

3. Tidak efektif 

Jika semua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tidak 

terpenuhi.  

Dalam penelitian yang berjudul efektivitas pelaksanaan program Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk 

Kabupaten Jember, diimplementasikan berdasarkan pendekatan top down, 

kemudian peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik model 

George Edward III dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan 

keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan struktur birokrasi. Kemudian untuk mengetahui efektivas 

pelaksanaan program ini penulis menggunakan konsep efektivitas yang 

dikemukakan oleh Nugroho yakni ada lima tepat. Sehingga pelaksanaan kebijakan 

tersebut dapat diketahui efektif atau tidak.  

 

2.4  Kemiskinan  

Definisi mengenai kemiskinan sangat beragam mulai dari ketidakmampuan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar hingga kemiskinan dapat diartikan suatu 

kondisi serba kekurangan. Kemiskinan juga dapat dicirikan dengan 

ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sandang, pangan, papan, 

kesehatan dan pendidikan disebabkan yang oleh tingkat pendapatan rendah 

sehingga mengakibatkan keterbatasan kemampuan untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial kemasyarakatan. Supriatna (1997:90) mengemukakan bahwa 

kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak 

orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin apabila ditandai oleh 

rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi 

serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. 

Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, 
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baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya 

menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan formal.  

Sedangkan menurut Leviatan dalam Soetrisno (2001:19), kemiskinan adalah 

kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk 

mencapai suatu standar hidup yang layak. Senada dengan pendapat diatas Schiller 

dalam Soetrisno (2001:19) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksanggupan 

untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Ukuran kemiskinan yang paling mudah 

ialah diukur dengan tingkat pendapatan dan tingkat konsumsinya. Seseorang 

dengan kondisi tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah 

pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum maka dapat 

dikatakan miskin secara absolut.  

 

2.3.1 Penyebab Kemiskinan  

Kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa faktor penyebab, yaitu: 

1. Laju Pertumbuhan Penduduk 

Angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan laju pertumbuhan 

penduduk suatu negara menjadi besar. Bila laju pertumbuhan ini tidak sebanding 

dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini akan mengakibatkan angka 

kemiskinan akan semakin meningkat di suatu negara. 

2. Angka Pengangguran Tinggi 

Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan angka pengangguran di suatu 

negara menjadi tinggi. Semakin banyak pengangguran maka angka kemiskinan 

juga akan meningkat. Peningkatan angka pengangguran juga dapat menimbulkan 

masalah lain yang meresahkan masyarakat. Misalnya munculnya pelaku tindak 

kejahatan, pengemis, dan lain-lain. 

3. Tingkat Pendidikan yang Rendah 

Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki 

keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai. Sehingga mereka tidak 

bisa bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja 
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maupun dunia usaha. Hal ini kemudian membuat angka pengangguran dan 

kemiskinan menjadi bertambah. 

4. Bencana Alam 

Bencana alam merupakan faktor penyebab kemiskinan yang tidak dapat 

dicegah karena berasal dari alam. Bencana alam seperti tsunami, banjir, tanah 

longsor, dan lain-lain, akan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur maupun 

psikologis. Peristiwa bencana alam yang besar dapat mengakibatkan masyarakat 

mengalami kemiskinan karena kehilangan harta. 

5. Distribusi yang Tidak Merata 

Ketidaksamaan pola kepemilikian sumber daya akan menimbulkan 

ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada umumnya, masyarakat yang 

hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah berada di bawah 

garis kemiskinan. 

(Sumber: https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kemiskinan.html diakses 

14 September 2018). 

 

2.3.2 Kriteria Kemiskinan 

Emil Salim dalam Supriatna (1997:82) mengemukakan karakteristik 

penduduk miskin sebagai berikut. 

1) penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri;  

2) tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan 

kekuatan sendiri;  

3) tingkat pendidikan pada umumnya rendah;  

4) banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas; 

5) diantara mereka berusaha relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan 

atau pendidikan yang memadai. 

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada 

ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. BPS menggunakan konsep 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Terdapat 14 

kriteria penduduk miskin yang dikeluarkan oleh BPS. Dari 14 kriteria penduduk 
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miskin tersebut, penduduk dapat dikategorikan miskin minimal terdapat sembilan 

kriteria dari 14 kriteria yang dikriteriakan. Berikut empat belas kriteria tersebut: 

1. luas tanah bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m
2 

per orang; 

2. jenis lantai bangunan tempat tinggal tersebut terbuat dari tanah/bambu/kayu; 

3. jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa plester; 

4. tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga 

lain; 

5. sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; 

6. sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air 

hujan; 

7. bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang; 

8. hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu; 

9. hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; 

10. hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; 

11. tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik; 

12. sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas tanah 

0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan, atau pekerja lainnya dengan 

pendapatan dibawah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan; 

13. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat 

Sekolah Dasar/hanya SD; 

14. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor (kredit/non-

kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. 

(Sumber: http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/ diakses 4 

April 2018). 

Kecamatan Jelbuk merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten 

Jember yang terletak dibagian utara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Bondowoso. Kecamatan Jelbuk termasuk kedalam tingkat kemiskinan cukup 

tinggi, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya rumah tangga miskin yang 

menghuni rumah tidak layak huni di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena 
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rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, akibat dari tidak memiliki 

kesempatan untuk merasakan kegiatan pendidikan, sehingga masyarakat kurang 

bisa menguasai dan memahami sebuah teknologi.  

 

2.4  Rumah Layak Huni 

Rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, setiap warga negara berhak 

untuk memiliki tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Disamping kebutuhan dasar manusia, rumah juga berfungsi meningkatkan harkat, 

martabat, mutu kehidupan dan penghidupan. Selain itu rumah juga sebagai 

pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan 

watak, karakter dan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, setiap masyarakat 

berhak atas tempat tinggal dan hunian yang layak. Sehingga seluruh kebutuhan 

primer selain sandang dan papan dapat terpenuhi. Terkait hal ini, jika 

pembangunan perumahan dilakukan secara benar, maka akan memberikan 

kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan 

kemiskinan. 

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat 

tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Permukiman adalah bagian 

dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan 

perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal 

atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan.  

Rumah layak huni menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, 

menyatakan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan 

keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan 

penghuninya. Rumah dikatakan layak huni harus dimaknai dari beberapa segi, 

diantaranya: segi sosiologis, filosofis, kesehatan, legalitas, maupun sisi fisiknya, 

apalagi dari segi energi yaitu hemat energi. Paling tidak rumah dan pemukiman 
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yang layak memenuhi syarat minimal bagi kebutuhan manusia untuk hidup secara 

manusiawi. Secara sederhana dapat dimaknai sebuah rumah dan permukiman 

yang layak adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan dukungan fasilitas 

lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari air bersih, 

penerangan, sanitasi saluran pembuangan limbah, serta aman bagi aktivitas 

penghuninya untuk meraih produktivitasnya.  

 

2.4.1 Syarat Rumah Sehat dan Layak Huni 

Berikut adalah syarat rumah sehat dan layak huni ialah:   

1. Rumah harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi 

kebutuhan fisik dasar dari penghuninya. Oleh karena itu, hal-hal yang harus 

diperhatikan disini yakni: (a) Rumah tersebut harus dibangun sedemikian 

rupa sehingga dapat dipelihara atau dipertahankan suhu lingkungan yang 

penting untuk mencegah kehilangan panas atau bertambahnya panas badan 

secara berlebihan (b) Rumah harus terjamin penerangannya yang dibedakan 

atas cahaya matahari (penerangan alamiah) serta penerangan dari nyala api 

lainnya (penerangan buatan) (c) Rumah tersebut harus mempunyai ventilasi 

yang sempurna sehingga aliran udara segar dapat terpelihara (d) Rumah 

tersebut harus mampu melindungi penghuni dari gangguan bising yang 

berlebihan. 

2. Rumah harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi 

kebutuhan kejiwaan dasar dari penghuninya. Tergantung dari pola hidup 

yanbg dimiliki oleh penghuni, maka apa yang disebut kebutuhan kejiwaan 

dasar ini amat relatif sekali. 

3. Rumah tersebut harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat melindungi 

penghuni dari kemungkinan penularan penyakit atau berhubungan dengan 

zat-zat yang membahayakan kesehatan. 

4. Rumah harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat melindungi 

penghuni dari kemungkinan terjadinya bahaya atau kecelakaan. 
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Sedangkan kriteria rumah sehat antara lain:  

1. harus dapat melindungi dari hujan, panas, dingin dan berfungsi sebagai 

tempat istirahat; 

2. mempunyai tempat-tempat untuk tidur, masak, mandi, mencuci, dan kakus; 

3. dapat melindungi dari bahaya kebisingan dan bebas dari pencemaran; 

4. bebas dari bahan bangunan yang berbahaya; 

5. terbuat dari bahan bangunan yang kokoh dan dapat melindungi penghuninya 

dari gempa, keruntuhan dan penyakit menular; dan 

6. memberi rasa aman dan lingkungan tetangga yang serasi. 

Sementara di Indonesia terdapat suatu kriteria rumah sehat yang disebut 

dengan Rumah Sehat Sederhana (RSS), yaitu: 

a) Luas tanah antara 60-90 meter persegi. 

b) Luas bangunan antara 21-36 meter persegi. 

c) Memiliki fasilitas kamar tidur, kamar mandi dan dapur. 

d) Berdinding batu bata dan diplester. 

e) Memiliki lantai dari ubin keramik dan langit-langit dari triplek 

f) Memiliki sumur atau pompa air. 

g) Memiliki fasilitas listrik minimal 450 watt. 

h) Memiliki bak sampah dan saluran air kotor. (Chandra, 2007). 

(Sumber: http://tipsserbaserbi.blogspot.co.id/2015/06/ciri-ciri-dan-kriteria-rumah 

sehat.html diakses 4 April 2018). 

Rumah merupakan bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka 

waktu tertentu. Pada kenyataannya untuk mewujudkan rumah layak huni bukanlah 

hal yang mudah. Ketidakberdayaan mereka sebagai kalangan menengah kebawah 

untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan 

pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Sebab mayoritas 

masyarakat di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk bekerja sebagai petani atau 

buruh tani, upah sebagai buruh tani hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan 

makan sehari-hari saja, mengakibatkan kurang memperhatikan tempat tinggal 

mereka yang kurang sehat dan layak huni.  
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Pada desa Panduman, mayoritas penduduknya masih banyak yang memiliki 

rumah tidak layak huni dengan kondisi fisik seperti dindingnya terbuat dari 

anyaman bambu (gedhek), lantai masih beralaskan tanah, dan kayu penyangga 

atap yang sudah tua dan lapuk, namun hanya bisa diperbaiki seadanya karena 

keterbatasan dana. Selain itu, belum terbaginya rumah secara baik, seperti ruang 

tamu yang sekaligus digunakan sebagai tempat tidur, dapur dan kamar mandi 

menjadi satu ruang hanya dibatasi sekat-sekat dari anyaman bambu atau gedhek 

saja, dan juga masih banyak rumah masyarakat yang belum dilengkapi fasilitas 

sanitasi yang baik seperti tidak ada WC. Sedangkan berdasarkan pengertian 

diatas, salah satu syarat rumah sehat dan layak huni yakni “terbuat dari bahan 

bangunan yang kokoh dan dapat melindungi penghuninya dari gempa, keruntuhan 

dan penyakit menular” dan “berdinding batu bata dan diplester”. Tetapi rumah 

masyarakat di desa Panduman belum memenuhi kriteria tersebut, karena 

dindingnya masih terbuat dari gedhek dan belum bisa melindungi penghuninya 

dari kebisingan, gempa, dan keruntuhan sehingga layak mendapatkan bantuan 

stimulan perumahan swadaya. 

 

2.5  Partisipasi Masyarakat 

Slamet (1984) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, 

ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut 

menikmati hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan, berupa partisipasi kontribusi tenaga dalam proses pembangunan 

dan partisipasi kontribusi material, atau bisa disebut dengan swadaya.  

Sedangkan pengertian partisipasi menurut pendapat Davis dalam Yuliana 

(2008) sebagai berikut: “Participation is defined as on individual’s mental and 

emotional involvement in a group situation that encourage him to contribute to 

group goals and the share responsibility for them.” Dari definisi ini mengandung 

tiga hal pokok yang menjadi perhatian partisipasi, yakni: 1) titik keterlibatan 

partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional, tanpa keterlibatan mental 

dan emosional bukanlah partisipasi; 2) sumbangan yang diberikan demi 
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tercapainya tujuan kelompok itu sangat beragam; 3) kesediaan untuk bertanggung 

jawab diantara sesama kelompok.  

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Mustofa (2016) masuk 

dalam tiga tahapan. Pertama, dalam perencanaan pembangunan, meliputi 

identifikasi dan perumusan program pembangunan. Pada tahap ini masyarakat 

harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan penentuan program pembangunan. 

Kedua, dalam proses pelaksanaan pembangunan. Pada tahap ini diharapkan 

masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan program. Bentuk partisipasi 

masyarakat dapat dalam bentuk partisipasi kontribusi tenaga dalam proses 

pelaksanaan dan kontrol atas pelaksanaan orogram serta partisipasi dalam bentuk 

kontribusi material atau bahan untuk pelaksanaan program pembangunan. Ketiga, 

dalam proses evaluasi pelaksanaan program. Kegiatan ini sangat penting untuk 

penilaian dan mengetahui apakah output setelah akhir proses pelaksanaan sesuai 

dengan desain program dan anggaran. Proses evaluasi ini sebagai bahan 

pengawasan atau kontrol atas proses pelaksanaan program pembangunan.  

Berdasarkan pengertian tentang partisipasi dalam pembangunan diatas, 

Slamet (1984) membagi partisipasi dalam pembangunan menjadi 5 jenis yaitu: 

1. ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input 

tersebut dan ikut menikmati hasilnya; 

2. ikut memberi input dan menikmati hasilnya; 

3. ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil 

pembangunan secara langsung; 

4. menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input; 

5. memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya.  

Partisipasi masyarakat sangat mutlak demi keberhasilan pembangunan. 

Tanpa partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan (hasil) pembangunan berarti 

pula bahwa masyarakat tidak naik tingkat hidup atau tingkat kesejahteraannya. 

Bila masyarakat tidak meningkatkan kesejahteraannya dapat dikatakan bahwa 

proyek pembangunan sekitarnya tidak berhasil. 
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Menurut Moeljarto (1995:48), partisipasi menjadi sangat penting dalam 

pembangunan, terdapat beberapa alasan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan: 

a) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi 

merupakan akibat logis dari dalil tersebut; 

b) Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk 

dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat; 

c) Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi 

tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa 

keberadaan akan tidak terungkap Arus informasi ini tidak dapat dihindari 

untuk keberhasilan pembangunanan; 

d) Pembangunan dilaksanakan lebih baik dari dengan dimulai dari dimana 

rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki; 

e) Partisipasi memperluas zone (kawasan) penerimaan pembangunan; 

f) Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh 

masyarakat; 

g) Partisipasi menompang pembangunan; 

h) Partisipasi menyediakan lingkungan yang konduktif bagi baik aktualisasi 

potensi manusia maupun pertumbuhan manusia; 

i) Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan 

masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi 

kebutuhan khas daerah; 

j) Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu 

untuk dilibatkan dalam pembagungan meraka sendiri. 

Terkait dengan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, masyarakat penerima bantuan di desa 

Panduman Kecamatan Jelbuk mendukung dan antusias dengan adanya BSPS, 

masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan, partisipasi yang diberikan dalam 

bentuk tenaga seperti mengangkut bahan material yang dikirim dari jalan raya ke 

rumah masing-masing, ikut bergotong royong membantu tukang dalam perbaikan 
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rumah, dan menambahkan bahan bangunan yang kurang menggunakan uang 

pribadi bahkan menjual hewan ternak supaya rumahnya jadi lebih bagus. Namun, 

keswadyaan masyarakat masih kurang, hal ini dapat dilihat dari masyarakat 

penerima yang tidak memiliki keahlian bertukang sehingga harus menyewa 

tukang untuk membantu memperbaiki rumah. Hal ini tidak sesuai dengan 

pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang sifatnya 

hanya stimulan, maka perlu dukungan keswadayaan masyarakat minimal dalam 

bentuk tenaga untuk membangun sendiri rumahnya. Apabila menyewa tukang, 

konsekuensinya harus mengeluarkan biaya untuk upah tukang, dan diambil dari 

dana bantuan yang diberikan. Hal ini tentunya mengurangi anggaran dalam 

pembelian bahan bangunan.  

 

2.6 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

2.6.1 Pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

Pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut 

Peraturan Menteri Perumahan No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

(BSPS) adalah fasilitasi pemerintah berupa bantuan stimulan untuk 

pembangunan/peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat berpenghasilan 

rendah. Penerima BSPS yaitu masyarakat miskin atau Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) yang menempati rumah tidak layak huni. MBR adalah masyarakat 

yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan 

pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.  

Bantuan yang diberikan berupa kegiatan memperbaiki komponen rumah 

atau memperluas rumah untuk meningkatkan atau memenuhi syarat rumah layak 

huni. Pembangunan Rumah Baru yang selanjutnya disingkat PB atau Perbaikan 

Total yang selanjutnya disingkat PT adalah kegiatan pembuatan bangunan rumah 

layak huni di atas tanah matang. Sedangkan Peningkatan Kualitas rumah yang 

selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/ 

atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/ atau memenuhi syarat rumah 

layak huni.  
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2.6.2 Dasar Hukum Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

Landasan utama penyaluran BSPS adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan revisi dari 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2011 disebutkan bahwa: (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah, (2) Pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui 

program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan 

berkelanjutan, (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan 

rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana yang dimaksud ayat 2 

dapat berupa: a) Subsidi perolehan rumah; b) Stimulan rumah swadaya; c) 

Prasarana, sarana, dan utilitas umum.  

Selanjutnya, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada 

pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 

Tahun 2013 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perumahan Rakyat 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya.  

   

2.6.3 Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

Maksud Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah untuk 

mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membangun sendiri rumah 

yang layak huni dan/ atau lingkungan yang sehat serta aman. Sedangkan tujuan 

BSPS adalah terbangun rumah yang layak huni dan/ atau lingkungan yang sehat 

serta aman oleh MBR. 

 

2.6.4 Kriteria Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

Berikut ini terdapat beberapa kriteria bantuan menurut Peraturan Menteri 

Perumahan No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS, yakni: 

A) Kriteria Penerima Bantuan: 

1. warga negara Indonesia; 
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2. MBR dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata 

nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian 

Sosial; 

3. sudah berkeluarga; 

4. memiliki atau menguasai tanah; 

5. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak 

huni; 

6. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau 

pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran atau 

kerusuhan sosial; 

7. didahulukan yang telah memiliki rencana membangun atau 

meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan: 

a) memiliki tabungan bahan bangunan; 

b) telah mulai membangun rumah sebelum mendapatkan bantuan 

stimulan; 

c) memiliki aset lain yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS; 

d) memiliki tabungan uang yang dapat dijadikan dana tambahan BSPS. 

e) bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan stimulan 

perumahan swadaya; dan 

f) dapat bekerja secara kelompok. 

B) Kriteria Objek Bantuan adalah 

1. Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah: 

1. dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya 

2. bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi 

3. tidak dalam status sengketa, dan 

4. penggunaannya sesuai dengan rencana tata ruang 

2. Bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh 

masyarakat sampai paling tinggi struktur tengah dan luas lantai bangunan 

paling tinggi 45 m
2 

(empat puluh lima meter persegi); 
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3. Terkena kegiatan konsolidasi tanah atau relokasi dalam rangka 

peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, dan/atau 

4. Terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/atau kebakaran. 

C) Indikator Rumah Tidak Layak Huni adalah: 

a. bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV; 

b. bahan dinding berupa bilik bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV;  

c. tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan; 

d. bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh; 

e. rusak berat; dan/ atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak 

mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m
2 

(sembilan meter persegi). 

 

2.6.5 Aktor Pelaksana BSPS  

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 6 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 

Pelaksanaan BSPS tahun 2014 dilaksanakan oleh aktor-aktor sebagai berikut: 

1. Unsur Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat 

Tugas dan tanggungjawabnya adalah: 

a) merumuskan kebijakan dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan 

BSPS; 

b) mengkoordinasikan pelaksanaan BSPS kepada kementrian/lembaga yang 

tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan kegiatan BSPS di tingkat 

pusat dan daerah; 

c) mensosialisasikan kebijakan BSPS di tingkat provinsi dan kabupaten; 

d) menetapkan lokasi desa/kelurahan, atau kecamatan di setiap 

kabupaten/kota sebagai lokasi BSPS; 

e) merumuskan penetapan MBR penerima bantuan stimulan untuk ditetapkan 

oleh kepala satuan kerja; 

f) melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan 

BSPS. 
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2. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang menangani 

pemberdayaan perumahan swadaya 

Tugas dan tanggungjawabnya adalah: 

a) menetapkan alokasi anggaran kegiatan BSPS untuk tiap kabupaten/kota; 

b) menetapkan tata kelola pencairan dana BSPS; 

c) mengesahkan surat keputusan penerima bantuan; 

d) bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana BSPS 

kepada penerima bantuan; 

e) membuka rekening penampungan bank/pos penyalur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

f) membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban BSPS kepada 

Menteri melalui Deputi; 

g) melakukan seleksi TPM; 

h) membentuk dan menetapkan tim teknis; 

i) melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan BSPS; 

j) membuat petunjuk teknis; 

k) melakukan seleksi bank/pos penyalur, penyedia barang dan pihak lainnya. 

 

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Tugas dan tanggungjawabnya adalah: 

a) melakukan proses seleksi calon penerima BSPS; 

b) menentukan dan menetapkan surat keputusan penerima BSPS; 

c) melakukan perikatan perjanjian dengan pihak ketiga; 

d) melakukan pembayaran; 

e) mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) BSPS kepada PP-SPM 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

f) melakukan penelitian atas laporan penyaluran dana BSPS yang 

disampaikan oleh bank/pos penyalur; 

g) memastikan penyaluran dana dan/ atau barang BSPS kepada penerima 

BSPS telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran; 
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h) melakukan pengawasan dan monitoring penyaluran dana oleh bank/pos 

penyalur, penarikan dana oleh penerima bantuan dan pelaksanaan 

konstruksi oleh KPB atau penerima bantuan; 

i) mengesahkan DRPB2 (daftar rencana pembelian bahan bangunan) yang 

dibuat oleh KPB; 

j) memfasilitasi pembuatan GK (gambaran kerja) dan RPD (rencana 

penggunaan dana) oleh KPB. 

 

4. Tenaga pendamping masyarakat (TPM) 

TPM dapat berbentuk perorangan dan/ atau badan hukum. TPM diangkat dan 

ditetapkan oleh PPK. Adapun tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 

a) membantu SKPD kabupaten/kota melakukan verifikasi lapangan calon 

penerima bantuan stimulan; 

b) membantu menyiapkan Kelompok Penerima Bantuan; 

c) membantu menyeleksi toko bangunan yang akan dipilih sebagai tempat 

pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan; 

d) mendampingi kelompok penerima bantuan dalam pembuatan daftar 

rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2); 

e) memberikan bimbingan teknis dan mendampingi Kelompok Penerima 

Bantuan (KPB) dalam pelaksanaan fisik pembangunan sesuai dengan 

gambaran kerja yang sudah disusun;  

f) membuat laporan progres pekerjaan mulai dari 0 % (nol persen), 30 % 

(tiga 45 hari sejak terbit buku rekening) dan 100 % (60 hari sejak 

pencairan dana tahap II ). 

 

5. Unsur Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Unsur SKPD kabupaten/kota yang menangani pemberdayaan perumahan 

swadaya. Adapun tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut: 

a) memverifikasi lapang calon penerima bantuan stimulan perumahan 

swadaya,  hasil verifikasi administrasi dilakukan oleh pokja pusat;    

b) menyampaikan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya 

hasil  verifikasi lapangan kepada pihak pemerintah desa; 
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c) mensosialisasikan program kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya 

kepada calon penerima bantuan dibantu pihak pemerintah desa dan TPM; 

d) mengarahkan TPM untuk melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan 

masyarakat dalam pembangunan perumahan swadaya; 

e) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap TPM dan KPB; 

f) melapor pelaksanaan kegiatan kepada Satker provinsi dan pusat. 

 

6. Kepala Desa/Lurah 

Tugas dan tanggungjawabnya adalah: 

a) membuat surat keputusan pembentukan KPB; 

b) memberi keterangan penghasilan bagi warganya yang tidak memiliki 

penghasilan tetap; 

c) memberi keterangan status penguasaan tanah bagi warganya yang belum 

memiliki surat kepemilikan tanah (sertifikat hak atas tanah); dan 

d) mengesahkan data permohonan BSPS yang tertuang dalam formulir Data 

Permohonan BSPS. 

 

7. Kelompok Penerima Bantuan (KPB) 

KPB beranggotakan MBR penerima bantuan stimulan perumahan swadaya 

dengan jumlah paling rendah 5 orang dan paling tinggi 11 orang. KPB 

ditetapkan oleh masing-masing penerima bantuan dibantu pendamping desa. 

KPB melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 

a. membuat gambaran kerja (GK) dan rencana penggunaan dana (RPD) yang 

difasilitasi oleh PPK; 

b. merencanakan pembelian bahan bangunan yang dituangkan dalam DRPB2 

(daftar rencana pembelian bahan bangunan); 

c. membeli bahan bangunan dan menunjuk tempat pembeliannya sesuai 

dengan rencana pembelian bahan bangunan; 

d. membangun rumah yang mendapat BSPS sesuai dengan GK dan RPD 

sesuai waktu yang ditetapkan; 

e. menggerakkan swadaya penerima bantuan berupa dana dan/ atau barang 

untuk menambah BSPS. 
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8. Bank/Pos Penyalur 

Bank/pos penyalur melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 

a) menampung dana BSPS yang akan disalurkan kepada penerima BSPS; 

b) menyalurkan dana BSPS kepada penerima BSPS; 

c) menyampaikan informasi kepada SKPD kabupaten/kota atas dana BSPS 

yang disalurkan pada tahap I dan tahap II ke rekening penerima BSPS; 

d) menerbitkan tabungan atas nama penerima BSPS di tiap desa/kelurahan; 

e) melayani penarikan tabungan oleh penerima BSPS di tiap desa/kelurahan; 

f) melakukan transfer/mengirim dana penerima BSPS ke rekening tempat 

pembelian bahan bangunan atas permintaan KPB; dan 

g) menyampaikan laporan penyaluran dan penarikan tabungan kepada PPK. 

 

9. Penyedia Barang 

Toko/penyedia barang BSPS harus memiliki surat izin usaha perdagangan 

(SIUP); surat  izin tempat usaha (SITU); tanda daftar perusahaan (TDP)nomor 

pokok wajib pajak (NPWP). Tugas dan tanggungjawabnya adalah: 

a) melaksanakan pengadaan barang BSPS sesuai dengan kontrak; 

b) menyerahkan barang BSPS kepada penerima BSPS atau KPB sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak; 

c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; dan 

d) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan 

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK. 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dijadikan peneliti sebagai acuan dalam melakukan 

penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang diajukan. 

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 
Tahun Judul Hasil 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Yenny  

Aryani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satrio 

Togatorop 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Efektivitas Implementasi 

Kebijakan Penempatan 

Tenaga Kerja di Kabupaten 

Jember (Studi Tentang Job 

Market Fair Sebagai 

Pengejawantahan Tugas dan 

Fungsi Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi 

Berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 22 Tahun 

2003 Dalam Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja) 

 

Dampak Program Bantuan 

Stimulan Perumahan 

Swadaya Terhadap Kondisi 

Sosial Mayarakat di 

Kecamatan Parbuluan 

Kabupaten Dairi Tahun 2012 

 

Implementasi kebijakan penempatan tenaga 

kerja JMF di Kabupaten Jember cukup efektif, 

dilihat dari proses komunikasi penyampaian 

informasi mengenai kebijakan penempatan 

tenaga kerja melalui kegiatan JMF prosesnya 

tidak berbelit-belit, dapat langsung diterima 

oleh masyarakat kabupaten Jember baik 

perusahaan yang ikut serta sebagai pemberi 

lowongan kepada pencari kerja maupun 

masyarakat. Selain itu juga ditunjang oleh 

pegawai yang memahami pedoman dari 

kebijakan tersebut tetapi belum ada petunjuk 

pelaksana (Juklak) dari kegiatan JMF. 

Hasil pelaksanaan program ini belum optimal, 

karena beban hutang harus ditanggung oleh 

masyarakat penerima BSPS di Kecamatan 

Parbuluan, masyarakat yang berpenghasilan 

rendah pada umumnya tidak memiliki tabungan 

harus mencari dana tambahan dengan cara 

berhutang. Mengatasi kekurangan dana dengan 

cara meminjam bagi sebahagian masyarakat 

harus memberikan jaminan berupa tanah, 

rumah, dan hasil panen dari ladang mereka, jika 

mereka tidak menepati waktu pengembalian 

maka tanah, rumah atau jaminan lainnya yang 

akan berpindah kepada orang yang telah 

memberikan pinjaman. 

3 Syntia Bela 

Tama 

2017 Partisipasi Masyarakat dalam 

Program Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya (Studi 

Komparasi di Kelurahan Way 

Halim Permai dan Kelurahan 

Gunung Sulah Kecamatan 

Way Halim Kota Bandar 

Lampung) 

Pada saat pelaksanaan pembangunan dan 

perbaikan terlihat ada perbedaan partisipasi 

masyarakat di Kelurahan Way Halim Permai 

dan Kelurahan Gunung Sulah. Pada Kelurahan 

Way Halim Permai partisipasi masyarakat 

kurang partisipatif karena keterbatasan 

swadaya, lemahnya pemahanaman masyarakat 

dan kesibukan masyarakat. Sedangkan di 

kelurahan Gunung Sulah partisipasi masyarakat 

dinilai lebih aktif dalam pelaksanaan program 

BSPS. Hal ini dikarenakan mereka memiliki 

modal sosial melalui kegiatan gotong royong 

yang hingga saat ini masih berlangsung. 

Sumber: Hasil kajian peneliti 2018 
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2.8 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 tahun 2013 

tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya 

Keputusan PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wil. Jatim dan 

Bali No. 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 tentang Penetapan 

Penerima BSPS Tahun 2014 Desa Panduman Kec. Jelbuk 

Kab. Jember 

 
Pelaksanaan BSPS di Desa Panduman Kec. Jelbuk tahun 2014 

 

Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumaahan dan 

Kawasan Permukiman 

Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya di Desa Panduman menurut George Edward III 

 

Komunikasi Sumber  

Daya 

Disposisi 

Sikap 

Struktur 

Birokrasi 

Proses Kebijakan  

Formal 

Perumusan 

Kebijakan 

Implementsasi 

Kebijakan 

Evaluasi 

Kebijakan 

Keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman Kecamatan 

Jelbuk Kabupaten Jember 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah 

penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan 

metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dapat dikatakan pula bahwa hasil sebuah 

penelitian akan sangat bergantung dengan penggunaan metode penelitiannya. 

Sugiono (2008:2) berpendapat bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang 

dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan 

sistematis. Definisi mengenai metode oleh Usman dan Akbar (2009:41) adalah 

suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untu mengetahui sesuatu. 

Menurut Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:50) 

metode penelitian akan dilaksanakan oleh mahasiswa program S-1, S-2, dan S-3. 

Secara umum, komponen metode penelitian bergantung pada jenis penelitian, 

yakni penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, atau penelitian eksperimental.  

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat 

tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode 

penelitian merupakan syarat mutlak dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk 

menemukan jawaban atas kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. Maka dari itu 

suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang 

digunakan dalam penelitian tersebut. Pada metode penelitian terdapat teknik-

teknik yang bisa digunakan bagi peneliti untuk mengkaji proses penelitiannya 

tersebut, meliputi: 

a. pendekatan penelitian; 

b. tempat dan waktu penelitian; 

c. situasi sosial; 

d. desain penelitian; 

e. teknik dan alat perolehan data; 

f. teknik penyajian dan analisis data. 
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3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya tipe penelitian yang sesuai dengan penelitian 

ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut 

Usman dan Akbar (2009:4), penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu 

penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan 

akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Arikunto dalam 

Prastowo (2012:111) menjelaskan pula bahwa metode penelitian deskriptif tidak 

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk 

menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek 

penelitian.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian naturalistic karena penelitian dilakukan pada 

kondisi yang alami (Sugiyono 2011:8). Penelitian kualitatif menurut Usman & 

Akbar (2009:78) dilakukan dalam situasi yang wajar (natural setting) dan data 

yang di kumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kuallitatif berusaha 

memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaktif tingkah laku 

manusia dalam situasi tertentu prespektif peneliti sendiri. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan presedur analisis yang tidak menggunakan 

presedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya (Moeloeng 2007:6). 

Silalahi (2012:38) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif kecenderungan 

untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kualitas) 

melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Dipilihnya 

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan hasil 

program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang telah selesai 

diimplementasikan di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember serta 

melihat rangsangan masyarakat dalam hal pembangunan. 

 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) 

mengatakan bahwa, tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah 
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sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan beserta pertimbangan yang 

logis dalam penentuan (pilihan) lokasi yang menggambarkan konteks peristiwa 

penelitian. Tempat dan waktu penelitian merupakan komponen penting dalam 

sebuah penelitian. Dikarenakan penelitian itu bermula dari suatu masalah yang 

terjadi disuatu lokasi tertentu dalam kurun waktu tertentu pula, oleh karena itu 

penentuan tempat dan waktu penelitian haruslah memiliki hubungan dengan 

kurun waktu terjadinya masalah yang menjadi objek penelitian. 

Tempat penelitian merupakan lokasi atau daerah yang diteliti oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menjawab 

permasalahan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini mengambil tempat di Desa 

Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, penelitian juga dilakukan di 

beberapa tempat untuk memperoleh data tambahan yaitu Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Kabupaten Jember. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan peneliti 

pada bulan Juni-Agustus 2017. 

 

3.3  Situasi Sosial 

           Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi namun 

menggunakan istilah situasi sosial. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah 

Universitas Jember (2016:62) situasi sosial ini terdiri dari tiga elemen, yaitu 

tempat (place), pelaku (actors), dan (activity) yang beriteraksi secara sinergis, 

situasi sosial dapat diibaratkan seperti rumah beserta keluarga dan aktivitasnya, 

jadi situasi sosial dapat di nyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diteliti, 

dimana dalam situasi sosial atau objek penelitian peneliti dapat mengamati secara 

mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) di suatu tempat (place) 

tertentu. 

          Berdasarkan pengertian di atas, maka 3 elemen yang berinteraksi secara 

sinergis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. tempat (place): Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan 

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember;  

2. pelaku (actors): bidang sosial budaya partisipasi masyarakat Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, kepala Desa Panduman Kecamatan Jelbuk, kepala 
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urusan ekonomi pembangunan Desa Panduman, kepala dusun desa Panduman, 

lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Panduman, tenaga pendamping 

masyarakat, serta masyarakat kelompok penerima bantuan di Desa Panduman 

Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember; 

3. Aktivitas (activity): mendeskripsikan pelaksanaan program Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya di Desa Panduman apakah sudah efektif mencapai tujuan 

program. 

 

3.4  Desain Penelitian  

Desain penelitian merupakan kerangka dalam melaksanakan penelitian yang 

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaa penelitian. Desain penelitian dapat 

diartikan secara luas dan sempit. Secara luas, desain penelitian adalah semua 

proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam 

konteks ini komponen desain penelitian dapat mencangkup semua strutur 

penelitian yang diawali sejak ditemukannya ide sampai diperoleh hasil penelitian. 

Sedangkan dalam arti sempit, desain penelitian adalah penggambaran secara jelas 

tentang hubugan antar variabel, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga 

dengan desain yang baik, peneliti manapun orang lain yang berkepentingan 

mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel, bagaimana 

mengukurnya, dan seterusnya (Sukardi, 2014:183). 

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016:62) 

desain penelitian menetapkan peneliti sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.  

 

3.4.1 Fokus Penelitian 

Menurut Moleong (2008:93) masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu 

pada suatu fokus. Ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam 

merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, 

penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, Penetapan fokus itu berfungsi 

untuk memenuhi kriteria inkluksi-ekluksi atau kriteria masuk-keluar (inclusion-
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exluksion criteria) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Penetapan 

fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimanapun akhirnya akan di 

pastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Fokus 

dalam penelitian ini adalah:  

a. Mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program bantuan stimulan 

perumahan swadaya di Desa Panduman apakah sudah sesuai dengan tujuan 

program; 

b. Menganalisis adanya program BSPS apakah bisa merangsang motivasi 

masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.  

 

3.4.2 Penentuan Informan Penelitian 

Istilah informan muncul sebagai pemberi informasi yang terkait mengenai 

topik penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus 

diperhatikan mengingat informan sebagai pemegang kunci jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Sanafiah Faisal (dalam Sugiyono, 

2013:219), pemilihan informan didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut:  

a. Mampu memahami masalah penelitian tidak hanya sekedar mengetahui 

melainkan lebih secara enkulturasi atau penghayatan; 

b. Berkecimpung dalam masalah yang diteliti; 

c. Memiliki waktu memadai untuk diwawancarai; dan   

d. Mampu memberikan informasi secara objektif dan mampu mengendalikan 

sifat subjektivitasnya atas masalah yang diteliti.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini menggunakan informan 

yang dapat ditentukan dengan teknik purposive sampling. Menurut Silalahi 

(2012:272) purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel atau 

informan yang ada dalam posisi terbaik untuk meberikan informasi yang 

dibutuhkan terkait masalah penelitian. Peneliti pada penelitian tentang efektivitas 

pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Panduman 

kecamatan Jelbuk kabupaten Jember, menggunakan teknik purposive sampling. 

Berdasarkan definisi dan keterangan terkait informan penelitian di atas, 

peneliti menentukan sejumlah informan yang dinilai peneliti memenuhi kriteria 
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atau ciri-ciri sebagai informan yang dapat dimintai informasi terkait program 

bantuan stimulan perumahan swadaya di desa Panduman kecamatan Jelbuk 

kabupaten Jember yang terdiri dari: 

a. Tim teknis kabupaten sekaligus penanggungjawab kegiatan yakni Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Jember bidang sosial budaya partisipasi 

masyarakat; 

b. Kepala Desa Panduman; 

c. Kepala urusan ekonomi pembangunan; 

d. Kepala dusun;  

e. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa; 

f. Tenaga pendamping masyarakat; dan 

g. Kelompok penerima bantuan. 

 

3.4.3 Data dan Sumber Data 

Data memegang peran penting dalam penelitian. Tanpa adanya data yang 

tersedia, sebuah penelitian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini karena data yang 

lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun 

objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya 

sehingga mampu menjawab masalah penelitian. Menurut Pedoman Penelitian 

Karya Ilmiah (2010:23), data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat 

berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sumber data ialah 

uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif, yang menurut Silalahi (2012:284) data 

kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka.  

Adapun sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. Menurut Silalahi (2012:289) sumber data primer merupakan objek atau 

dokumen original yang diperoleh dari pelaku yang disebut “first hand 

information” dan sumber data sekunder dijelaskan sebagai objek atau data yang 

diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia 

sebelum penelitian dilakukan. 
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3.4.4 Menguji Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahan suatu 

penelitian kualitatif, oleh karena itu menguji keabsahan data merupakan langkah 

yang tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Pemeriksaan terhadap 

keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moleong (2014:237) teknik pemeriksaan 

keabsahan data dilakukan dengan cara 

Tabel 3.1 Teknik pemeriksaan keabsahan data 

Kriteria Teknik Pemeriksaan 

Kredibilitas (derajat kepercayaan) 

 

 

 

 

 

 

Kepastian 

Kebergantungan 

Kepastian 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

2. Ketekunan pengamatan 

3. Triangulasi 

4. Pengecekan sejawat 

5. Kecukupan referensial 

6. Kajian kasus negatif 

7. Pengecekan anggota 

8. Uraian rinci 

9. Audit kebergantungan 

10. Audit kepastian 

 Sumber: Moleong (2014:327) 

Berdasarkan teknik teknik pemeriksaankeabsahan data di atas, penelitian ini 

menggunakan beberapa teknik pemeriksaan data di bawah ini 

1. Ketekunan pengamatan 

Menurut Patton (2006:119), tujuan data evaluasi pengamatan adalah 

menggambarkan program secara menyeluruh dan hati-hati. Termasuk 

menggambarkan kegiatan yang berlangsung dalam program, orang yang 

berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan itu, dan makna bagi orang-orang mengenai 

apa yang telah diamati.  

Secara garis besar, menurut pemahaman Patton bahwa peneliti harus tekun 

dalam merinci setiap kegiatan program, menceritakan orang-orang yang 

berpartisipasi pada program (penerima manfaat maupun pihak-pihak 

kepentingan), dan menggambarkan pula bagaimana pendapat mereka mengenai 

program. Hal ini perlu dicatat untuk dapat dijadikan sebuah informasi dalam 

menyusun laporan penelitian. Peneliti harus tekun dalam pengumpulan data dan 

analisis data sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang 
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diperoleh sekaligus analisisnya agar hasil yang diperoleh dapat dipahami. Maka 

dari itu, Moleong (2008:330) menekankan peneliti agar melakukan pengamatan 

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang 

menonjol. Kemudian, hasil dari pengamatan tersebut dianalisis secara rinci 

sehingga hasilnya dapat dipahami.  

2. Triangulasi  

Menurut Moleong (2014:332) triangulasi merupakan teknik menguji 

keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan 

sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai 

pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan 

Moleong (2014:332) yaitu : 

a. mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; 

b. mengecek dengan berbagai sumber data; dan 

c. memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data 

dapat dilakukan. 

Denzin dalam Moleong (2006:330) mengemukakan ada empat macam 

triangulasi sebagai tenik pemeriksaan keabsahan data yang mengunakan sumber 

metode, penyidik, dan teori. Berikut adalah empat macam triangulasi yang 

diungkap oleh Denzin yaitu 

1) data triangulasi (sumber), teknik yang menggunakan beberapa sumber data 

yang berbeda untuk pengumpulan data yang sama; 

2) investigator triangulasi (penyidik), adalah pengumpulan data sejenis yang di 

kumpulkan oleh beberapa orang peneliti; 

3) methodolical triangulation (metode) adalah penelitian yang di gunakan 

dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan 

data sejenis tetapi dengan menggunkan teknik pengumpulan data yang 

berbeda; 

4) theoretical triangulation (teori), yaitu peneliti melakukan penelitian dengan 

topik yang sama dan data yang di analisis dengan mengunakan perspektif. 

Dari keempat macam triangulasi di atas, peneliti menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber di lakukan dengan cara 
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mencari kebenaran yang di ungkapkan informan satu dengan informan yang lain. 

Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada 

setiap informan. Sedangkan triangulasi metode di lakukan dengan mencocokkan 

antar pengumpulan data, misalnya data yang didapat dari wawancara dengan data 

yang didapat dari observasi atau dokumentasi. 

3. Uraian rinci 

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitian secara rinci 

sehingga uraiannya itu di lakukan seteliti dan secermat mungkin yang 

menggambarkan konteks tempat penelitian di selengggarakan,dan jelas laporan itu 

harus mengacu pada fokus penelitian. 

 

3.5  Teknik dan Alat Perolehan Data 

Buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:53) 

menjelaskan bahwa secara umum ada empat teknik pengumpulan data, yaitu: 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Penelitian 

kualitatif dalam pengukuran data dilakukan secara natural setting (kondisi 

alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 

observasi peserta (Participant observation) wawancara mendalam (in depth 

interview). Alat perolehan data dapat berupa alat perekam, kuesioner, pedoman 

wawancara, alat ukur proses, foto, dan lain-lain. 

Penggunaan instrumen penelitian berkaitan dengan teknik apa yang akan 

digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data (Sugiyono, 2011:233). Berdasarkan pengertian di atas maka 

teknik dan alat perolehan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pegumpulan data melalui pengamatan langsung atau 

peninjauan secara cermat dan langsung atau lokasi penelitian. Menurut Sugiyono 

(2014:166). Observasi merupakan suatu prosses yang kompleks, suatu roses yang 

tersusu dari berbagai proses biologi dan psikologi, dua di antaranya yang 

terpenting adalah pengamatan dan ingantan. Observasi di kategorikan ke dalam 3 
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kategori yaitu, observasi partisipasi, observasi terang-terangan dan observasi 

samar-samar. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi terang-

terangan, dimana sejak awal peneliti akan berterus terang kepada narasumber 

terkait maksud dan tujuan dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang 

digunakan oleh peneliti dalam melakukan observasi ini adalah catatan, alat tulis, 

dan alat elektronik berupa alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan 

hasil observasi.  

2. Dokumentasi 

Menurut Usman dan Akbar (2009:69), dokumentasi merupakan teknik untuk 

memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diambil 

menggunakan teknik dokumetasi biasanya berbentuk data sekunder. Dokumentasi 

yag dibutuhkan merupakan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan 

program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2014. Guba dan Lincoln 

dalam Moleong (2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam 

penelitian karena asalan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berikut ini: 

a. dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong; 

b. berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian; 

c. sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai 

dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. 

Peneliti berusaha memperoleh data berupa profil desa Panduman, foto 

pelaksanaan program yang telah selesai dilaksanakan, dan segala bentuk dokumen 

terkait kegiatan program BSPS di desa Panduman. Adapun beberapa dokumen 

yang relevan dengan masalah penelitian yaitu:  

a) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 6 tahun 2013 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;  

b) Peraturan Deputi Bidang Perumahan Swadaya No. 2 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembuatan Gambar Kerja dan Rencana Penggunaan Dana 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; 
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c) SK Pejabat Pembuat Komitmen wilayah Jatim dan Bali Nomor: 247/PK-

PRS.5/PP-BSPS/05/2014 tentang penetapan penerimaan BSPS tahun 2014 

desa Panduman kecamatan Jelbuk kabupaten Jember; 

d) Rencana penggunaan dana (RPD) BSPS desa Panduman tahun 2014;  

e) Daftar rencana pembelian bahan bangunan (DRPB2) BSPS desa Panduman 

tahun 2014; 

f) Laporan hasil kegiatan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

tahun 2014.  

3. Wawancara 

 Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan  suatu  metode 

pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan 

terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewer) 

dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai 

(interviewee) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti. 

Adapun manfaat dari penggunaan wawancara menurut Usman dan Akbar 

(2009:55), manfaat pengguanaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah 

untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham 

mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa 

penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap 

teknik pengumpulan data lainnya serta untuk menguji data yang diperoleh dari 

teknik pengumpulan data lainnya. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat 

bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara 

seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk 

mendokumentasikan proses dan hasil wawancara. 

Wawancara selama periode peneltian, bulan Juni-Agustus 2017 dilakukan 

dengan mewawancara informan yang telah dipilih melalui teknik purposive, 

adapun informan tersebut ialah: 

a. tanggal 02 Agustus dan 07 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Ahmad 

Supriyadi selaku Kepala Urusan Ekonomi Bangunan; 
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b. tanggal 03 Agustus dan 11 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Hendro 

Sasongko selaku koordinator dan penanggung jawab kegiatan yakni Badan 

Pemberdayaan Masyarakat bidang Sosial Budaya Partisipasi Masyarakat; 

c. tanggal 05 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Muhamad selaku kepala 

dusun Lamparan dan bapak Wahyu selaku Kepala Dusun Bacem desa 

Panduman; 

d. tanggal 08 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Sudirman selaku ketua 

lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Panduman; 

e. tanggal 10 Agustus 2017, wawancara dengan ibu Sumiati selaku masyarakat 

yang belum menerima bantuan; 

f. tanggal 10 Agustus 2017, wawancara dengan ibu maryani, ibu Sunarti, dan 

ibu Yuyun selaku penerima bantuan; 

g. tanggal 10 Agustus 2017, wawancara dengan ibu Suminah, bapak Roki, dan 

bapak Rojai selaku penerima bantuan; 

h. tanggal 12 Agustus dan 16 Agustus 2017, wawancara dengan bapak Jumali 

selaku Pendamping Desa Panduman; 

 

3.6  Teknik Penyajian dan Analisis Data 

Huberman mengemukakan dalam Sugiyono (2016:91), aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknik analisis data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah model interaktif Milles dan Huberman.   

1. Pengumpulan Data  

Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data. Sesuai dengan teknik 

pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul dari 

berbagai sumber tersebut dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Analisis data dilakukan 

sejak pengumpulan data sewaktu di lapangan, meskipun analisis secara intensif 

baru dilakukan setelah pengumpulan data berakhir.  

Pengumpulan data harus melibatkan sisi aktor (informan), aktivitas, latar atau 

konteks terjadinya peristiwa (Idrus, 2009:148). Penelitian kualitatif bukan hanya 
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sekedar kata-kata, namun juga segala sesuatu yang diperoleh dari melihat, 

mendengar dan juga yang diamati. Dengan demikian, data juga dapat berupa 

catatan lapangan sebagai hasil amatan, deskripsi wawancara, catatan 

harian/pribadi, foto, pengalaman pribadi, jurnal, cerita sejarah dan juga lainnya 

yang dapat dijadikan data/informasi. 

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam siklus analisis data 

kualitatif yang dilakukan secara terus menerus dari proses pengumpulan data 

hingga setelah selesai pengumpulan data atau sampai laporan akhir penelitian 

telah tersusun lengkap. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi data adalah bentuk 

analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-

kesimpulan atas data yang direduksi tersebut.  

3. Penyajian data  

Penyajian data menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses 

analisis data yang ditempuh untuk memahami data-data yang disajikan. Sehingga, 

peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas 

data yang disajikan tersebut. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan 

menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan. Penyajian data 

tersebut dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk memahami esensi atau 

abstraksi dari data yang diperoleh sehinggga peneliti dapat melakukan tindakan 

atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. 

4. Kesimpulan atau Verifikasi 

Menurut Silalahi (2012:341) pada saat peneliti melakukan proses 

pengumpulan data, peneliti tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat 

dan proporsi untuk menarik kesimpulan awal yang mula-mula tidak begitu jelas 

atau terperinci namun kemudian terus kian mengikat menjadi lebih terperinci. 

Kejelasan kesimpulan penelitian yang diambil oleh peneliti sangat tergantung 

pada kecakapan peneliti dalam mengumpulkan catatan-catatan lapangan, 
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pengkodean data, pencarian data ulang untuk memenuhi informasi yang 

dibutuhkan. Hasil kesimpulan ini menjawab pertanyaan penelitian dan 

membuktikan asumsi awal yang dibangun peneliti terkait masalah yang 

ditelitinya. Verifikasi atas kesimpulan-kesimpulan yang diambil peneliti 

dilakukan selama penelitian berlangsung. Menurut Silalahi (2012:341) verifikasi 

merupakan proses pengujian kebenaran, kekukuhan dan kecocokan makna-makna 

yang muncul dari data sehingga terbukti validitas data tersebut. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

ditetapkan sejak awal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang 

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perubahan.  
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka secara garis 

besar peneliti dapat menyimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman, Kecamatan 

Jelbuk Kabupaten Jember sudah efektif, karena ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan program bantuan berjalan secara optimal.  

Pelaksanaan kebijakan berupa program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya (BSPS) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikemukakan oleh 

George Edward III antara lain. 

1. Komunikasi 

a. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam proses komunikasi 

penyampaian informasi mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya (BSPS) dilakukan secara jelas dan sudah efektif, tidak berbelit-

belit, dan dapat langsung diterima oleh pelaksana kegiatan dan target grup 

yakni masyarakat penerima bantuan kabupaten Jember. Selain itu juga 

ditunjang oleh pelaksana kegiatan yang memahami pedoman pelaksanaan 

program BSPS sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan berlangsung 

dengan lancar dan mencapai tujuan program.  

b. Konsistensi pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan program Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) cukup baik, terlihat dari upaya yang 

dilakukan oleh pelaksana kegiatan mengusulkan masyarakat 

berpenghasilan yang belum menerima bantuan kepada Kementerian 

Perumahan Rakyat supaya bisa merasakan manfaat dari program bantuan 

ini.  

2. Sumber daya   

a. Staf 

Staf disini meliputi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program 

BSPS. Di Desa Panduman untuk sumber daya staf masih kurang memadai, 

hal tersebut ditandai dengan jumlah TPM hanya sedikit yang berfungsi 
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untuk memfasilitasi kelompok penerima bantuan 1 desa dengan jumlah 

yang berbeda-beda. TPM yang telah dipilihkan oleh konsultan dari 

Kemenpera hanya 1 atau 2 orang saja, sedangkan jumlah penerima 

bantuan di Desa Panduman sebanyak 427 penerima bantuan. Sehingga 

TPM pastinya kewalahan kalau untuk menfasilitasi satu per satu penerima 

bantuan, maka dari itu dibantu oleh kepala dusun dan lembaga 

pemberdayaan masyarakat desa Panduman.  

b. Informasi  

Dalam melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

(BSPS) pelaksana kegiatan selalu mengacu pada peraturan yang telah 

ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat no. 6 tahun 2013, 

pelaksana kegiatan selalu mentaati aturan tersebut dan telah 

menyampaikan informasi tentang mekanisme pelaksanaan program BSPS 

kepada target grup dengan jelas. 

c. Wewenang 

Wewenang untuk menjalankan tugas oleh pelaksana dalam hal ini Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Jember (BAPEMAS), lembaga pemberdayaan 

masyarakat desa (LPMD), tenaga pendamping masyarakat dan kepala 

dusun sudah memadai, karena sudah ada pembagian tugas yang jelas dan 

telah diatur dalam pedoman pelaksanaan program BSPS. 

d. Fasilitas  

Untuk menunjang kegiatan program Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya (BSPS), Kemenpera selaku pembuat kebijakan telah memberikan 

fasilitas berupa dana stimulan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni 

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan fasilitas pendukung 

berupa tenaga pendamping masyarakat dan LPMD yang siap membantu 

mengarahkan dan menggerakkan MBR untuk berswadaya dalam 

pembangunan. 

3. Disposisi 

Disposisi dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 

(BSPS) berjalan efektif. Komitmen yang dimiliki oleh masing-masing 
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pelaksana kegiatan dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 

berbagai cara yang dilakukan oleh para pelaksana dalam mengarahkan 

kelompok penerima bantuan serta  mendampingi dan mengawasi sehingga 

dapat mencapai tujuan program. Dimulai dari pengumpulan informasi gambar 

rumah yang diinginkan, menyusun rancangan penggunaan dana, pencairan 

dana, pengiriman bahan material ke penerima bantuan, sampai proses 

pembangunan rumah sampai selesai.  

4. Struktur birokrasi 

Struktur birokrasi ini meliputi SOP dan fragmentasi. Dalam pelaksanaan 

program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman 

sudah ada SOP secara jelas mengacu pada Peratuaran Menteri Perumahan 

Rakyat no. 6 tahun 2013, Pemerintah daerah Kabupaten Jember tidak 

mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang tindak lanjut pelaksanaan 

program bantuan ini karena daerah hanya membantu menyalurkan saja, 

sehingga untuk pelaksanaannya hanya memakai SOP dari Permenpera. Dinas 

yang menangani pelaksanaan mengacu pada pedoman pelaksanaan BSPS dari 

Permenpera yang di dalamnya terdapat target dan realisasi kegiatan. Serta 

implementor sudah cukup melakukan tugas dan tanggungjawabnya 

(fragmentasi) sesuai dengan porsi dan kewenangannya.  

Berdasarkan pengukuran menggunakan konsep efektifitas implementasi 

yang dikemukakan oleh Nugroho yakni ada lima tepat yang didapatkan bahwa 

pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Panduman, 

Kecamatan Jelbuk sudah efektif sesuai dengan tujuan yang diinginkan program. 

Dikatakan efektif karena jika dilihat dari tepat kebijakan sudah efektif membantu 

permasalahan masyarakat miskin yaitu kesulitan akses rumah sehat dan layak. 

Kedua, tepat pelaksana sudah cukup efektif dilihat dari pelaksana sudah 

melakukan tugasnya sesuai yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan, namun 

perlu ditingkatkan lagi supaya informasi program dapat tersampaikan secara 

merata. Ketiga, tepat target sudah efektif karena kebijakan yang diberikan tidak 

tumpang tindih dengan kebijakan lain. Keempat, tepat lingkungan sudah efektif 
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ditujukan untuk membantu masyarakat miskin di Desa Panduman karena wilayah 

tersebut jumlah angka rumah tangga miskin masih cukup tinggi. Kelima, tepat 

proses sudah efektif dilihat dari perubahan rumah yang lebih baik dari 

sebelumnya dan mampu mewujudkan ketahanan rumah yang cukup baik.  

 

5.2  Saran  

Setelah dilakukan penelitian terkait Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten 

Jember, peneliti dapat memberikan saran kepada implementor yaitu Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Jember dan perangkat desa Panduman yang membantu 

pelaksanaan program agar lebih mengoptimalkan kinerjanya. Adapun beberapa 

saran yang dapat peneliti ajukan antara lain sebagai berikut. 

1. Pelaksana kegiatan tingkat desa selain meningkatkan koordinasi antar SKPD 

terkait pelaksanaan program bantuan juga perlu meningkatkan koordinasi 

antar masyarakat berpenghasilan rendah supaya informasi program dapat 

tersampaikan secara merata. Hal ini bertujuan agar serapan masyarakat 

menerima informasi lebih tinggi dan kesadaran pentingnya menempati rumah 

yang sehat dan layak huni bisa meningkat. 

2. Pembuat kebijakan sebaiknya menambah jumlah staf tenaga pendamping 

masyarakat sehingga dapat melaksanakan tugas dengan maksimal. 

3. Perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan terkait program kegiatan 

oleh penanggungjawab kegiatan, mengingat sering terjadinya penyelewengan 

bantuan oleh pihak ketiga karena dana bantuan yang diberikan berupa bahan 

bangunan sehingga rawan tidak tersalurkannya bantuan kepada kelompok 

sasaran.  
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Lampiran Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara 01  

Untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember selaku Penanggungjawab 

Kegiatan 

A. Tahap Perencanaan Program  

1. Bagaimana proses perencanaan dari Program Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya (BSPS) khususnya di Kabupaten Jember, baik dari 

tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Desa? 

2. Apa yang melandasi program BSPS ini ada di Jember?  

3. Seberapa penting kebutuhan rumah layak huni ini di Jember? 

4. Dari tahun berapa mulai adanya program BSPS? 

5. Adakah program serupa yang menangani tentang rumah di Kabupaten 

Jember? 

B. Tahap Persiapan dan Pelaksanaan 

1. Apa yang pertama kali dilakukan pada saat program ini akan 

dilaksanakan? 

2. Apa saja fungsi dan peran aktor pelaksana di lapangan pada saat 

pelaksanaan program BSPS?  

3. Instansi atau lembaga mana saja yang bekerjasama dalam hal pelaksanaan 

progam BSPS ini? 

4. Bagaimana dukungan Pemerintah Kabupaten Jember dalam merespon 

program BSPS? 

5. Apa saja kendala atau hambatan pada saat program ini dilaksanakan? 

6. Adakah faktor pendukung pada saat program ini dilaksanakan? 

C. Manfaat dan Harapan 

1. Apa manfaat yang sangat dirasakan baik secara personal maupun 

kelembagaan dengan adanya program BSPS ini? 

2. Apakah yang diharapkan dari program BSPS ini di kemudian hari? 
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Pedoman Wawancara 02 

Untuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Program BSPS Desa Panduman 

A. Latarbelakang Masyarakat 

1. Bagaimana kondisi awal anda sebelum adanya program BSPS ini? 

2. Apa yang Bapak/Ibu rasakan sebelum program ini diterima dan 

dilaksanakan? 

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai rumah yang layak huni? 

4. Apa mata pencaharian Bapak/Ibu sehari-hari? 

5. Apakah ada usaha atau pekerjaan sampingan? 

6. Darimanakah informasi pertama yang didapatkan mengenai program 

BSPS di Desa Panduman? 

7. Adakah sebelumnya program serupa yang menangani rumah tidak layak 

huni di Desa Panduman? 

8. Apakah ada sosialisasi atau pengenalan program pada saat program akan 

diturunkan? 

B. Pengaruh Program Terhadap Perubahan Perilaku 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu pada saat mendapatkan progam BSPS ini? 

2. Apa yang pertama kali dilakukan oleh pelaksana program pada saat 

program ini mulai dilakukan? 

3. Apa saja fungsi dan peran ketua anggota, dan anggota lainnya pada saat 

program ini dilaksanakan? 

4. Adakah sistem gotong royong dan saling membantu antar anggota 

penerima program pada saat pelaksanaan program? 

5. Adakah proses pendampingan dan pengarahan dari pihak pelaksana 

program?  

6. Apa kendala atau hambatan yang terjadi pada saat program ini 

dilaksanakan? 

C. Capaian dan Manfaat 

1. Apakah yang sangat dirasakan setelah progam ini telah selesai 

dilaksanakan bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat? 
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Pedoman Wawancara 03 

Untuk Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Perangkat Desa Panduman 

yang Menangani 

A. Capaian dan Manfaat  

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai program BSPS yang pernah 

dilakukan di Desa Panduman pada tahun 2014? 

2. Bagaimana pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di 

Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014? 

3. Bagaimana kualifikasi pengajuan untuk menjadi penerima Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan 

Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014? 

4. Apa manfaat yang dirasakan pada seluruh perangkat desa sebagai 

pemerintah tertinggi di desa, dan warga penerima program? 

5. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk 

Kabupaten Jember tahun 2014? 

6. Apa saja usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

7. Apa saja syarat atau prosedur yang harus dipenuhi oleh calon penerima 

dalam proses pengajuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di 

Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014? 

8. Apa usaha yang dilakukan dalam teknis pelaksanaan perbaikan 

peningkatan kualitas rumah (PK) dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan 

Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk 

Kabupaten Jember tahun 2014? 

9. Apakah pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di 

Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014 sudah 

mencukupi kebutuhan para penerima? 

10. Bagaimana Pemerintah Kabupaten Jember menyikapi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak mempunyai rumah hunian yang 

layak di wilayah lain dan tidak mendapatkan program BSPS? 
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11. Apakah penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa 

Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember tahun 2014 sudah sesuai 

semua dengan ketentuan dalam Permenpera No. 6 Tahun 2013 dalam 

penetapan penerima? 

12. Apakah pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di 

Desa Panduman Kecamatan Jelbuk tahun 2014 telah berjalan sesuai 

dengan harapan? 

13. Apa harapan Bapak/Ibu mengenai program BSPS ini dikemudian harinya 

untuk Desa Panduman? 
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Lampiran Dokumentasi foto penelitian 

Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di 

Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2014 
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Foto rumah penerima bantuan Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk sebelum dan 

setelah menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 

      Gambar Rumah sebelum   Gambar Rumah setelah 
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Gambar rumah sebelum           Gambar rumah setelah dapat bantuan 
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Gambar wawancara dengan kaur ekonomi bangunan desa Panduman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar wawancara dengan kepala dusun desa Panduman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar wawancara dengan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  

Desa Panduman 
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Gambar wawancara dengan tenaga pendamping masyarakat desa Panduman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar wawancara dengan penanggungjawab kegiatan  

(Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember) 
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Gambar wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan program BSPS  

Desa Panduman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

169 

 

Lampiran Permenpera 06 tentang Pedoman Pelaksanaan BSPS 

 

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 

 

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 06 TAHUN 2013  

 

TENTANG  

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN 

SWADAYA 
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Lampiran Keputusan PPK Penyediaan Rumah Swadaya Wilayah Jatim dan Bali 

No: 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 

 

KEPUTUSAN  

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA 

WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI 

NOMOR: 247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 

 

TENTANG  

PENETAPAN PENERIMA BSPS TAHUN ANGGARAN 2014  

DESA PANDUMAN KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER 
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Lampiran Jumlah Penerima BSPS 2014 Kabupaten Jember 

JUMLAH PENERIMA BSPS 2014 

KABUPATEN JEMBER 

No

. 

Kecamatan / Desa / 

Kelurahan 
 

Sesuai SK Penetapan Penerimaan BSPS 2014 Realisasi Kegiatan BSPS 2014 
No. SK 

PB PK Anggaran PB PK Anggaran 

1. Kecamatan Tempurejo 

  Desa Sidodadi 

  Desa Curahnongko 

 

 

 

 

 

 

 

50 MBR 

67 MBR 

 

375.000.000 

502.500.000 

  

50 MBR 

67 MBR 

 

375.000.000 

502.500.000 

 

246/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 

215/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 

2. Kecamatan Jelbuk 

  Desa Panduman 

 

 

 

 

 

427 MBR 

 

3.202.500.000 

  

427 MBR 

 

3.202.500.000 

 

247/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 

3. Kecamatan Kalisat 

  Desa Sumber Ketempa 

 

 

 

 

 

303 MBR 

 

2.272.500.000 

  

303 MBR 

 

2.272.500.000 

 

214/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 

4. Kecamatan Sukorambi 

  Desa Karang Pring 

  Desa Dukuh Mencek 

 

 

 

 

 

 

 

235 MBR 

140 MBR 

 

1.762.500.000 

1.050.000.000 

  

235 MBR 

140 MBR 

 

1.740.000.000 

1.050.000.000 

 

352/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 

353/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 

5. Kecamatan Rambipuji 

  Desa Kaliwining 

 

 

 

86 MBR 

 

123 MBR 

 

2.212.500.000 

 

86 MBR 

 

 

123 MBR 

 

2.085.000.000 

 

342/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 

6. Kecamatan Ajung 

  Desa Pancakarya 

 

 

 

 

 

145 MBR 

 

1.087.500.000 

  

145 MBR 

 

1.087.500.000 

 

273/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 

7. Kecamatan Kaliwates 

  Desa Tegalbesar 

 

 

 

 

 

128 MBR 

 

960.000.000 

  

128 MBR 

 

960.000.000 

 

274/PK-PRS.5/PP-BSPS/06/2014 

      Jumlah 
 

86 MBR  1.618 MBR 13.425.000.000 86 MBR  1.618 MBR 13.275.000.000  

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Jember, Tahun 2017 
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Lampiran Keputusan Kepala Desa Panduman  

 

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDUMAN  

 

TENTANG  

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN STIMULAN 

PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

240 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

255 

 

Lampiran Rencana Penggunaan Dana (RPD) BSPS Desa Panduman Tahun 2014 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

256 

 

Lampiran Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) oleh KPB BSPS 

Desa Panduman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

257 

 

                                                                                         

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

258 

 

Lampiran Laporan Bulanan Pekerjaan BSPS Tahun 2014 Desa Panduman  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

259 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

 

260 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/



